KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-20/PJ/2019

TENTANG

BENTUK, ISI, TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN
SURAT PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI
SERTA FORMAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa untuk lebih memberikan kemudahan, kepastian hukum,
dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dalam melaporkan
pemotongan dan/atau pemungutan Pajak Penghasilan;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat
Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah beberapa kali diubah

terakhir dengan  Peraturan Menteri Keuangan Nomor
09/PMK.03/2018;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 6 Peraturan
Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang Bukti
Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan,

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b dan huruf c¢ perlu menetapkan Peraturan
Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian
dan Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan
serta Format Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Unifikasi;

—

Mengingat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum
dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;



Menetapkan :

-

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang
Surat Pemberitahuan (SPT) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
09/PMK.03/2018;

S. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2017 tentang
Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan,;

6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019
tentang Tata Cara Penyampaian, Penerimaan, dan Pengolahan
Surat Pemberitahuan;

7. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal
26 serta Bukti Pemotongan/Pemungutannya;

8. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017
tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian Surat
Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal
26 serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23
dan/atau Pasal 26.

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK, ISI,
TATA CARA PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT
PEMBERITAHUAN MASA PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI SERTA
FORMAT BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan yang selanjutnya disebut dengan Undang-Undang
KUP ialah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak
Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.

2. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disebut dengan KPP
adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar.

3. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah PPh
Pasal 4 ayat (2), PPh Pasal 15, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23,
dan/atau PPh Pasal 26 (selain yang dilaporkan di SPT Masa PPh
Pasal 21 dan/atau Pasal 26) sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang PPh.
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Pemotong dan/atau Pemungut PPh adalah Wajib Pajak selain
Bendahara yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan  perpajakan  diwajibkan  untuk = melakukan
pemotongan dan/atau pemungutan dan/atau menyetorkan
sendiri PPh yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Unifikasi yang
selanjutnya disebut SPT Masa PPh Unifikasi adalah surat yang
oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh digunakan untuk
melaporkan penghitungan dan/atau penyetoran PPh untuk
suatu masa pajak atas beberapa jenis pajak PPh sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Aplikasi Bukti Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh Unifikasi
Elektronik yang selanjutnya disebut Aplikasi e-Bupot Unifikasi
adalah perangkat lunak yang disediakan di laman milik
Direktorat Jenderal Pajak atau saluran tertentu yang ditetapkan
oleh Direktur Jenderal Pajak yang dapat digunakan untuk
membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, serta
mengisi, dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi.

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen
dalam format standar tertentu atau berbentuk dokumen lain
yvang dipersamakan yang dibuat oleh Pemotong dan/atau
Pemungut PPh sebagai bukti atas pemotongan/pemungutan PPh
dan menunjukkan besarnya PPh yang telah dipotong/dipungut.

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
adalah Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk
dokumen kertas atau dokumen elektronik dalam format standar
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal
Pajak ini.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dokumen berupa
dokumen kertas atau dokumen elektronik yang memuat data
atau informasi pemotongan atau pemungutan pajak tertentu
dan kedudukannya dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang
dihasilkan oleh sistem yang dimiliki oleh Pemotong dan/atau
Pemungut PPh.

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembetulan adalah
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat untuk
membetulkan kekeliruan dalam pengisian Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang sebelumnya telah
dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi.

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembatalan adalah
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat karena
adanya pembatalan transaksi pada Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang sebelumnya telah
dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi.
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Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas
informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi, atau terkait
dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai
alat verifikasi dan autentikasi.

Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik
yang memuat Tanda Tangan Elektronik dan identitas yang
menunjukan status subyek hukum para pihak dalam transaksi
elektronik yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau
penyelenggara sertifikasi elektronik.

Surat Setoran Pajak atau sarana administrasi lain yang
disamakan dengan SSP, yang selanjutnya disingkat SSP adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan
dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas negara melalui tempat pembayaran yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan, berupa Bukti Penerimaan
Negara atas pembayaran dan penyetoran pajak melalui sistem
pembayaran pajak secara elektronik atau dengan datang
langsung, atau Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak dalam

rangka impor atas pembayaran dan penyetoran PPh dan PPN
impors.

Bukti Penerimaan Negara yang selanjutnya disingkat BPN
adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bank Persepsi/Bank
Devisa Persepsi/Pos Persepsi atas transaksi penerimaan negara
yang mencantumkan NTPN (Nomor Transaksi Penerimaan
Negara) dan NTB (Nomor Transaksi Bank)/NTP (Nomor
Transaksi Pos) serta elemen lainnya yang ditentukan oleh
Direktorat Jenderal Perbendaharaan atau dokumen yang
diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
(KPPN) atas transaksi penerimaan negara yang berasal dari

potongan SPM (Surat Perintah Membayar) yang mencantumkan
NTPN.

Pemindahbukuan adalah suatu proses memindahbukukan
penerimaan pajak untuk dibukukan pada penerimaan pajak
yang sesuai berdasarkan peraturan yang berlaku.

Bukti Pemindahbukuan yang selanjutnya disebut Bukti Pbk
adalah bukti yang menunjukkan bahwa telah dilakukan
Pemindahbukuan.

BAB II
SPT MASA PPH UNIFIKASI

Pasal 2
SPT Masa PPh Unifikasi berbentuk:

a. formulir kertas (hard copy); atau
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b. dokumen elektronik yang dibuat melalui Aplikasi e-Bupot
Unifikasi atau saluran tertentu lainnya yang ditetapkan oleh
Direktorat Jenderal Pajak.

SPT Masa PPh Unifikasi yang disampaikan oleh Pemotong

dan/atau Pemungut PPh yang diwajibkan untuk menyampaikan

SPT Masa PPh Unifikasi, namun Pemotong dan/atau Pemungut

PPh memilih menyampaikan SPT Masa PPh:

a. tidak menggunakan formulir SPT Masa PPh Unifikasi;
dan/atau

b. tidak melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi,

maka SPT tersebut tidak dapat diterima dan Direktorat Jenderal
Pajak tidak memberikan Bukti Penerimaan SPT.

Pasal 3

SPT Masa PPh Unifikasi dalam bentuk formulir kertas (hard
copy) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dapat
digunakan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang:

a. membuat tidak lebih dari 20 (dua puluh) Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam satu Masa Pajak;

b. membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan
jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan
Pajak Penghasilan tidak lebih dari Rp100.000.000,00

(seratus juta rupiah) untuk setiap Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam satu Masa Pajak;
dan

c. telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai
Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang diharuskan
membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan
diwajibkan membuat dan menyampaikan SPT Masa PPh
Unifikasi.

SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
beserta lampirannya disampaikan oleh Pemotong dan/atau
Pemungut PPh sesuai dengan ketentuan mengenai tata cara
penyampaian, penerimaan, dan pengolahan Surat
Pemberitahuan (SPT).

Pasal 4

SPT Masa PPh Unifikasi dalam bentuk elektronik wajib
digunakan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh sepanjang
Pemotong dan/atau Pemungut PPh dimaksud memenuhi kriteria
sebagai berikut:

a. membuat lebih dari 20 (dua puluh) Bukti

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam 1 (satu) Masa
Pajak;
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b. jumlah penghasilan bruto yang menjadi dasar pengenaan
PPh lebih dari Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dalam
satu Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;

c. membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas
objek pajak PPh pasal 4 ayat (2) atas bunga
deposito/tabungan, diskonto SBI, giro, dan transaksi
penjualan saham;

d. sudah pernah menyampaikan SPT Masa Elektronik; atau

e. terdaftar di KPP Madya, KPP di lingkungan Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Khusus, atau KPP di
lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Wajib
Pajak Besar.

SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
wajib disampaikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang
telah memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak melalui
Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tidak wajib disampaikan Pemotong dan/atau Pemungut PPh
dalam hal pada suatu Masa Pajak:

a. tidak terdapat objek pemotongan dan/atau pemungutan
yvang harus diterbitkan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi; dan

b. tidak memiliki PPh yang disetorkan sendiri.

Pasal 5

SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) huruf b sekurang-kurangnya memuat:

a.
b.

C.

®

™

5 o

[
.

jenis PPh;
status SPT normal/pembetulan;

nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak Pemotong dan/atau
Pemungut PPh;

Masa Pajak dan Tahun Pajak;

jumlah Dasar Pengenaan Pajak;

jumlah nilai PPh yang dipotong/dipungut dan PPh yang disetor;
jumlah seluruh PPh yang kurang disetor;

jumlah pembayaran/penyetoran PPh;

nama dan status tanda tangan Pemotong dan/atau Pemungut
PPh atau kuasa; dan

tanggal SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan.
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BAB III
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

Pasal 6

Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang memenuhi kriteria
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat
(2) wajib membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Bukti Pemotongan/Pemungutan  Unifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) berbentuk:

a. formulir kertas (hard copy); atau
b. dokumen elektronik.

Bukti  Pemotongan/Pemungutan  Unifikasi  sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:

a. Bukti Pemotongan/Pemungutan  Unifikasi  Berformat
Standar; dan

b. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap dibuat dalam
hal:

a. jumlah PPh yang dipotong/dipungut nihil karena adanya
Surat Keterangan Bebas;

b. transaksi dilakukan dengan Wajib Pajak yang memiliki
Surat Keterangan Dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan
PP 23 Tahun 2018;

c. PPh Pasal 26 dipotong berdasarkan ketentuan Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda yang ditunjukkan dengan
adanya tanda terima Surat Keterangan Domisili Wajib Pajak
Luar Negeri (SKD WPLN) sesuai ketentuan perpajakan yang
berlaku;

d. PPh yang terutang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) atau
fasilitas lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan
perpajakan yang berlaku; atau

e. PPh yang dipotong atau dipungut dan/atau disetor sendiri
diberikan fasilitas PPh berdasarkan Keputusan Menteri
Keuangan.

f. PPh yang dipotong atau dipungut dengan SSP atau sarana
administrasi lain yang dipersamakan dengan SSP sebagai
Bukti Pemotongan dan/atau Bukti Pemungutan PPh.

Pasal 7

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a
berbentuk dokumen elektronik yang dibuat melalui Aplikasi
e-Bupot Unifikasi.
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Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal
15, Pasal 22, dan Pasal 23; serta

b. Bukti Pemotongan PPh Pasal 26.

Satu Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat
digunakan untuk:

a. 1 (satu) pihak yang dipotong dan/atau dipungut;
b. 1 (satu) kode objek pajak; dan
c. 1 (satu) Masa Pajak.

Dalam hal terdapat dua atau lebih transaksi pemotongan atau
pemungutan dalam satu Masa Pajak, atas transaksi pemotongan
atau pemungutan tersebut Pemotong dan/atau Pemungut PPh
dapat membuat 1 (satu) Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar sepanjang memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
yang diterbitkan dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot
Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani
secara elektronik dan tidak memerlukan tanda tangan basah
atau stempel.

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya
memuat:

a. jenis bukti pemotongan/pemungutan PPh;
nomor bukti pemotongan/pemungutan,;

c. identitas pihak yang dipotong/dipungut berupa Nomor
Pokok Wajib Pajak (NPWP)/Nomor Induk Kependudukan
(NIK)/ Tax Identification Number (TIN), nama, dan alamat;

d. masa pajak;

@

kode objek pajak;

f. dasar pengenaan pajak;
g. tarif;
h. PPh yang dipotong/dipungut;

[
.

dokumen referensi;
j. kode verifikasi; dan

k. data dan informasi lain yang terkait dengan bukti
pemotongan/pemungutan Unifikasi, seperti SKB, Surat
Keterangan Dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan
PP 23 Tahun 2018, SKD WPLN, dan dokumen yang
dijadikan dasar pemotongan/pemungutan; dan

l. identitas Pemotong dan/atau Pemungut PPh.
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Pasal 8

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b dapat berbentuk dokumen kertas
atau dokumen elektronik.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) harus dibuat dalam hal terjadi pemotongan atau
pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) atas objek pajak yang meliputi
penghasilan dari:

a. Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto Sertifikat Bank
Indonesia (SBI) dan Jasa Giro;

b. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara; dan

c. Transaksi Penjualan Saham yang meliputi saham pendiri,
bukan saham pendiri, dan saham milik Perusahaan Modal
Ventura.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud

pada ayat (2) dibuat oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh

menggunakan sistem yang dimiliki oleh Pemotong dan/atau

Pemungut PPh.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dapat berupa dokumen buku tabungan, rekening
koran, rekening kustodian, rekening efek, dan dokumen lain

yang setara baik berbentuk dokumen kertas maupun dokumen
elektronik.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:

a. nama pihak yang dipotong;
b. nomor unik; dan
c. jumlah PPh yang dipotong.

BAB IV
SYARAT PENGGUNAAN APLIKASI E-BUPOT UNIFIKASI

Pasal 9

Untuk dapat menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi dengan
menggunakan  Aplikasi e-Bupot Unifikasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), Pemotong dan/atau Pemungut
PPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) terlebih
dahulu harus memiliki Sertifikat Elektronik.
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Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang:
a. belum memiliki Sertifikat Elektronik; atau

b. memiliki Sertifikat Elektronik namun telah habis masa
berlakunya,

dapat melakukan permohonan Sertifikat Elektronik sesuai
dengan ketentuan perpajakan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 10

Pihak yang dipotong dan/atau pihak yang dipungut berhak
mendapatkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam
hal bertransaksi dengan Pemotong dan/atau Pemungut yang
telah ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai Pemotong
dan/atau Pemungut PPh yang diharuskan membuat Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan diwajibkan membuat
dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi.

Pihak vyang dipotong dan/atau pihak vyang dipungut

berkewajiban menunjukkan atau memberikan informasi

identitas berupa:

a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

b. Tax Indentification Number (TIN); atau

c. Nomor Induk Kependudukan bagi orang pribadi yang tidak
memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)

kepada Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Dalam hal pihak yang dipotong dan/atau pihak yang dipungut
adalah Wajib Pajak luar negeri, maka identitas sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat berupa Tax Identification Number
(TIN) atau identitas perpajakan lain sesuai kelaziman.

Dalam hal Wajib Pajak luar negeri sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) merupakan Wajib Pajak luar negeri dari negara mitra
P3B yang ingin menerapkan ketentuan P3B, maka Wajib Pajak
luar negeri wajib menunjukkan Tanda Terima SKD Wajib Pajak
luar negeri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.
BAB V
PENYETORAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 11

Penyetoran PPh terutang dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah saat
terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak.

Penyetoran PPh terutang yang disetorkan sendiri dilakukan
paling lama 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak
atau berakhirnya Masa Pajak.



(3)

(4)
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Pelaporan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dilakukan
dengan menggunakan SPT PPh Unifikasi dilakukan paling lama
20 (dua puluh) hari setelah berakhirnya Masa Pajak.

Pengenaan sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 7 Undang-Undang KUP serta bunga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9 Undang-
Undang KUP dalam SPT Masa PPh Unifikasi dilakukan untuk
setiap jenis pajak di dalam SPT Masa PPh Unifikasi.

BAB VII
PEMBETULAN SPT DAN PEMBETULAN, PEMBATALAN, DAN

PENAMBAHAN BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

(1)

(2)

(3)

Pasal 12

Pemotong dan/atau Pemungut PPh dengan kemauan sendiri

dapat membetulkan SPT Masa PPh Unifikasi untuk satu atau

beberapa jenis pajak dalam SPT Masa dimaksud, yang telah

disampaikan dengan menyampaikan pernyataan tertulis,

dengan syarat Direktur Jenderal Pajak belum menyampaikan:

a. surat pemberitahuan Pemeriksaan; atau

b. surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara
terbuka, kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau
anggota keluarga yang telah dewasa dari Wajib Pajak.

Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT Masa Unifikasi PPh
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara
memberi tanda pada tempat yang telah disediakan dalam SPT
yang menyatakan bahwa Pemotong dan/atau Pemungut PPh
yang bersangkutan membetulkan SPT.

Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat 1 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Terhadap jenis pajak dan masa pajak yang termasuk dalam
SPT Masa PPh Unifikasi yang telah disampaikan surat
pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan
pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 tidak dapat dilakukan pembetulan;

b. Terhadap jenis pajak dan masa pajak yang termasuk dalam
SPT Masa PPh Unifikasi yang belum disampaikan surat
pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan
pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1 dapat dilakukan pembetulan; dan

c. Dalam hal dalam satu SPT Masa PPh Unifikasi terdapat satu
atau beberapa jenis pajak yang telah disampaikan surat
pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan
pemeriksaan bukti permulaan sebagaimana dimaksud pada
ayat 1, maka yang dapat dilakukan pembetulan SPT Masa
PPh Unifikasi hanya atas jenis pajak yang belum



(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat
pemberitahuan pemeriksaan bukti permulaan.

Pasal 13

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dilaporkan
dalam SPT Masa PPh Unifikasi dapat dilakukan:

a. Pembetulan, dalam hal terdapat kekeliruan dalam pengisian
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi; atau

b. Pembatalan, dalam hal terdapat transaksi yang dibatalkan.

Pembetulan atau pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan
paling lambat dua bulan sejak diterbitkannya Bukti
Pemotongan /Pemungutan Unifikasi.

Pemotong dan/atau Pemungut PPh dapat membuat Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tambahan atas objek pajak
yang belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi.

Pembetulan atau pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta pembuatan
Bukti  Pemotongan/Pemungutan  Unifikasi sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan syarat Direktur
Jenderal Pajak belum melakukan tindakan pemeriksaan
terhadap jenis pajak dan Masa Pajak bersangkutan.

Pembetulan atau Pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta
penambahan  Bukti Pemotongan/Pemungutan  Unifikasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan dalam SPT
Masa PPh Unifikasi Pembetulan.

Dalam hal pembetulan SPT sebagaimana dimaksud dalam ayat
(5) mengakibatkan adanya pajak yang kurang dibayar, maka
Wajib Pajak terlebih dahulu melunasi jumlah pajak yang kurang
dibayar tersebut sebelum menyampaikan SPT Masa PPh
Unifikasi Pembetulan.

Dalam hal pembetulan atau pembatalan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengakibatkan kelebihan pemotongan/
pemungutan, maka:

a. Pihak yang dipotong atau pihak yang dipungut; atau

b. Pemotong dan/atau Pemungut PPh,

dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan
pembayaran pajak yang seharusnya tidak terutang sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur

mengenai tata cara pengembalian atas kelebihan pembayaran
pajak yang seharusnya tidak terutang.

Dalam hal pihak yang mengajukan permohonan pengembalian
atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak
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terutang adalah Pemotong dan/atau Pemungut PPh
sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, Pemotong
dan/atau Pemungut PPh tersebut wajib melampirkan bukti
pengembalian kepada pihak yang dipotong atau dipungut.

(9) Dalam hal SPT Masa PPh Unifikasi yang dibetulkan berbentuk
formulir kertas (hard copy), pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi
harus disampaikan dalam bentuk formulir kertas (hard copy).

(10) Dalam hal SPT Masa PPh Unifikasi yang dibetulkan berbentuk
dokumen elektronik, pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi harus
disampaikan dalam bentuk dokumen elektronik melalui Aplikasi
e-Bupot Unifikasi.

BAB VIII
LAMPIRAN

Pasal 14
Bentuk dokumen:

a. SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I huruf A;

b. Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a
dan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) huruf b adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran I huruf B;

c. Tata cara pengisian, penyampaian, dan pembetulan SPT Masa PPh
Unifikasi serta tata cara pembuatan, pembetulan, dan pembatalan
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah sebagaimana
tercantum dalam Lampiran I huruf C;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini.

BAB VIII
PEMBERLAKUAN

Pasal 15
Pemberlakuan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal ini dilakukan
dengan menetapkan Pemotong dan/atau Pemungut PPh sebagai
Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang diharuskan membuat Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan diwajibkan membuat dan
menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi secara bertahap
berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.
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BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

a. bagi Pemotong dan/atau Pemungut PPh sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 15, ketentuan untuk pembetulan SPT Masa PPh

untuk Masa Pajak sebelum Pemotong dan/atau Pemungut PPh

ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak, mengacu
pada:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal
26 serta Bukti Pemotongan /Pemungutannya; dan

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017
tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23
dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26;

bagi Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang belum ditetapkan

dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 15, maka:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-53/PJ/2009
tentang Bentuk Formulir Surat Pemberitahuan Masa Pajak
Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2), Surat Pemberitahuan Masa
Pajak Penghasilan Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal
26 serta Bukti Pemotongan/ Pemungutannya; dan

2. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2017
tentang Bentuk, Isi, Tata Cara Pengisian dan Penyampaian
Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 23
dan/atau Pasal 26 Serta Bentuk Bukti Pemotongan Pajak
Penghasilan Pasal 23 dan/atau Pasal 26

dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 17

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Desember 2019
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL ttd.

u.b.

SURYO UTOMO

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,
)

L= gy

ODING RIFALDI ’A?
NIP 19700311 199503 1 002



LAMPIRAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK NOMOR
PER-20/PJ/2019 TENTANG BENTUK, ISI, TATA CARA
PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SURAT PEMBERITAHUAN
PAJAK PENGHASILAN UNIFIKASI SERTA FORMAT BUKTI
PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

A. DAFTAR FORMULIR SPT MASA PPH UNIFIKASI DAN BUKTI PEMOTONGAN/
PEMUNGUTAN UNIFIKASI BERFORMAT STANDAR

No Nama Formulir Keterangan

1 | SPT Masa PPh Unifikasi Visualisasi format elektronik.

Versi cetak dari formulir-
formulir ini dapat berbeda
sepanjang memuat data dan
informasi yang sama dengan
yang terdapat dalam dokumen
elektronik yang telah
disampaikan melalui Aplikasi
e-Bupot Unifikasi.

2 | Induk SPT Masa PPh Unifikasi Formulir kertas (hard copy)

3 | Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang
Disetor Sendiri

4 | Formulir Daftar Objek Pemotongan/
Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak
Lain Lembar-1

S5 | Formulir Daftar Objek Pemotongan/
Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak
Lain Lembar-2

6 | Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan
dan Surat Setoran Pajak, Bukti
Penerimaan Negara dan/atau Bukti
Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2),
Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau
Pasal 26




-16-

1. Formulir Surat Pemberitahun Masa (SPT) Pajak Penghasilan Unifikasi (dalam
bentuk elektronik)

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN

EMERTERRIKEUANGAN RL Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK Pasal 4 Ayat (2}, Pasal 15, Pasal 22, FORMUI[;:'::J\“SHIA SAPPh
Pasat 23 dan Pasal 26
Masa Pajak (mm-yyyyy  HA Bacalah petunjuk pengisian sebelum mengisi formulir ini
LT -t 1111 n2[_|SPTNormal u3[_| SPT PembetulonKe- s

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

aowewe  C[CT] O] O] O OO O

A2 NAMA
A3  ALAMAT

A4 NOTELEPON :

B. RESUME PAJAK PENGHASILAN

1 | PASAL 4 AYAT (2)

2 | PASAL22

3 | PASAL15

4 |JUMLAH YANG DISETOR SENDIRI

MUNGHTAN . ""WT‘T"?““

=3 X Lol it
5 PASAL 22
6 PASAL 26
7 PASAL 23

8 | PASAL4AYAT (2)

9 | PASAL15

10 | JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

12 | JUMLAH TOTAL PPh DAN PPh YANG DISETOR (DENGAN SSP/BPN DAN PBK)

BAGIAN C. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

.1 [] WAJIB PAJAK/ WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL) C.6 QR Code :
c2 [] KUASA WAJIB PAJAK

C3 NAMA

ca taneeal: | [ |} [ | | LT T T Jodmmyyy

C.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Direktorat Jenderal Pajak mengatur bahwa SPT ini dinyatakan sah dan tidak diperiukan tanda
tangan basah pada SPT ini.
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2. Formulir Surat Pemberitahuan Masa (SPT) Pajak Penghasilan Unifikasi Induk
(dalam bentuk kertas)

area staples

P

KEMENTERIAN KEUANGAN R.L.
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT PEMBERITAHUAN (SPT) MASA
PAJAK PENGHASILAN

FORMULIR UNIFIKASIHNDUK

mOOooada

Formulir ini digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan

Pasal 4 Ayat (2), Pasal 15, Pasal 22,
Pasal 23 dan Pasal 26

area barcode

Masa Pajak (mm-yyyys

HA

J- L]

isi formulir ini

H.ZDSPT Nomal H3 D SPT Pembetulan Ke- ___ H.4

JUMLAH LEMBAR SPT TERMA SUX
LAMPIRAN

(Diisi oleh petugas)

H.5}

A. IDENTITAS PEMOTONG DAN/ATAU PEMUNGUT PPh

A1  NPWP

A2 NAMA

A3 ALAMAT

A4  NOTELEPON

B. RESUME PAJAK PENGHASILAN

1 PASAL 4 AYAT (2)

2 PASAL 22

3 PASAL 15

(EEA

4 |JUMLAH YANG DISETOR SENDIR!

5 PASAL 22
6 PASAL 26
7 PASAL 23

8 PASAL 4 AYAT (2)

g PASAL 15

AOEAE

JUMLAH YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

JUMLAH

12 | JUMLAH TOTAL PPh DAN PPh YANG DISETOR (DENGAN SSP/BPN DAN PBK)

BAGIAN C. LAMPIRAN

CA D Bukti PematonganfPemungutan PPh Unifikasi
¢.2 [] suxipemindahbukuan

c3 D Surat Kuasa Khusus

c4 D Surat Keterangan Bebas yang telah dilegalisasi
C5 D Tanda Terima terkait Surat Keterangan Domisili
Cc.6 D Fotokopt SPT Masa PPh Unifikasi yang dibetulkan

lernbar
fembar
tembar
lembar
lembar
lembar

BAGIAN D. PERNYATAAN DAN TANDA TANGAN

D.1 D WAJIB PAJAK/WAKIL WAJIB PAJAK (PENGURUS, DLL)

D.6 Cap dan Tanda Tangan:

0.2 ] KUASA WAIIB PAJAK
D.3 NAMA :
D.4 TANGGAL : | | I | | l I I I l I ]dd-mm—yyyy
D.5 PERNYATAAN WAJIB PAJAK
Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang
berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang telah saya beritahukan di atas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.
=



3. Formulir Daftar Rincian Pajak Penghasilan yang Disetor Sendiri

area staples
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DAFTAR RINCIAN
PAJAK PENGHASILAN YANG DISETOR SENDIRI

KEMEN;’ERIAN‘KEUANGAN Rl |HA NPWP:I I I [ ] ] ]

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |11 2 Masa Pajak (mmyyyy) | | |/

L] O O] I
HEEE

FORMULIR DOSS

LImO0n

A. RINCIAN PPh YANG DISETOR SENDIRI

I OBJEK PAJAK PENGHASILAN PASAL 4 AYAT (2) YANG DISETOR SENDIRI

1

a. Pengalihan Hak atas Tanah danfatau Bangunan

28-402-01

b.  pengalihan Rumah Sederhana dan Rumah Susun Sederhana
yang Dilakukan oleh WP yang Usaha Pokoknya Mengalihkan Hak
atas Tanah dan/atau Bangunan

28-402-02

€. Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan kepada
Pemerintah, BUMN yang Mendapat Penugasan Khusus dar
Pemerintah, alau BUMD yang Mendapat Penugasan Khusus dari
Kepala Daerah, sesuai UU mengenai Pengadaan Tanah bagi
Pembangunan untuk Kepentingan Umum

28-402-03

Perencanaan Konstruksi (Oengan Kualifikasi

JasaKonstruksi a. Usaha)

28-409-01

Perencanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi

. Usaha)

28-409-02

Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha
Kecil)

28-409-03

Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha
Menengah dan Besar)

28-409-04

Pelaksanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi
Usaha)

28-409-05

Pengawasan Konstruksi (Dengan Kualifikasi
Usaha)

28-409-06

Pengawasan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi

9 ysaha)

28-409-07

Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

28-403-01

Jumlah (Jumlah Angka 1 s.d. Angka 3)

n

b5 e

:OBJEK PAJAK Psnénnsuu riAsm. :a YANG DISETOR SENDIRI

Ekspor Komodltas Tamhang Batubara Mlneral Logarn dan Minera!
Bukan Logam oleh Eksportir, kecuali WP yanq Terikat dalam PKP28
dan KK

22-404-01

IS
III.

Jumiah {Jumiah Angka 5 s.d Angka 6)

os.vsx PAJAK PENGHASIIAN PASAL s ‘!AHG msewa ssrhnm‘m ;

Imbalan yang DIlenmaIDiperoieh Sehubungan dengan Pengangkutan
Orang danfatau Barang Termasuk Penyewaan Kapal Laut Oleh
Perusahaan Pelayaran Dalam Negeri

a. Penghasilan dari Indonesia

b. Penghasitan dari Luar Indonesia

¢. PPhPasal 24 yang dapat diperhitungkan

d. PPh yang dipotong pihak lain

e. PPhyang disetor sendiri (a+b) - (¢+d)

28-410-01

Imbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Pesusahaan Pelayaran
dan/atau Penerbangan Luar Negeri Sehubungan dengan
Pengangkutan Orang dan/atau Barang (Selain Berdasarkan Perjanjian
Charter)

28-411-01

Penghasiian Wajib Pajak Luar Negeri yang Mempunyai Kantor
Perwakilan Dagang di Indonesia

28-413-01

Penghasilan Wajib Pajak yang Melakukan Kegiatan Usaha Jasa
Makion (Contract Manufacturing} Intemasionat di Bidang Produksi
Mainan Anak-Anak

28-499-01

Penghasilan berupa Selain Bangunan Terkait dengan Perjanjian
Bangun Guna Serah yang Berlaku Sebelum Tanggal 2 Januari 2018
dan berakhir Setelah 2 Januari 2018

28-415-01

Jumiah (Jumiah Angka 7 s.d Angka 11)

18
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4. Formulir Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain

area staplies

DAFTAR OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PAJAK PENGHASILAN PIHAK LAIN

KEMENTERIAN KEUANGANRL |1 NPwWP - | | | [ [ |

L] O O I

|
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |5 pMaea Pajak (mm-ywyl| | I/I [ | | |

FORMULIR DOPP

OO

A. OBJEK PAJAK

I, OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PEMUNGUTAK PPh PASAL'22.

il

1 Impor Barang (yang Disetorkan oleh DJBC)

3. yang Dikenakan Tarif 10% 22-100-01
b. yang Dikenakan Tarif 7.5% 22-100-02
¢ yang Dikenakan Tarif 0,5% 22-100-03
d APl 22-100-04
e. non-AP| 22-100-05

2 Pembayaran atas Pembelian Barang dan/atau Bahan untuk Kegiatan 22-100-05
Usahanya oleh BUMN/Badan Usaha Tertenty

3 Penjualan Hasil Produksi Kepada Distributor di Dalam Negeri oleh Badan
Usahalindustr Terlentu

Penjualan Kendaraan Bermotor di Dalam Negeri oleh ATPM, APM dan

Importir Umurn Kendaraan Bermotor 22100312

Pembelian oleh Badan Usaha berupa Komoditas Tambang Batubara,
5 | Mineral Logam dan Mineral Bukan Logam dari Badan atau Orang Pribadi 22-100-13
Permegang lUP

6 Penjualan Emas Batangan di Dalam Negeri oleh Badan Usaha 22-100-14

Pembelian Bahan Hasil Kehutanan, Perkebunan, Pertanian, Petemakan dan
7 Perikanan yang Belum Melalui Proses Industri Manufaktur, untuk Keperiuan
tndustrinya/Ekspomya oleh Badan Usaha Industri/Eks portir

8 Penjualan BBM dan BBG ofeh Pertamina atau Anak Perusahaan Pertamina

3. SPBU/Agen/Penyalur {(Final) 22-401-01

b. PihakLain (Tidak Final} 22-100-20
q Penjualan BEM dan BBG oleh Selain Pertamina atau Anak Perusahaan

Pertamina

3. SPBU/Agen/Penyalur (Final) 22-401-02

b.  Pihak Lain (Tidak Final} 22-100-21
10 | Penjualan Pelumas oleh ImportiProdusen 22-100-22
11 | Penjuatan Barang yang Tergolong Sangat Mewah 22-403-01
12 | Jumiah (Jumiah angka 1 s.d angka 11) <Z|

1l OBUEK PAJAK YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN PP PASAL 26

13 | Dividen 27-101-01
14 | Bunga 27-102-01
15 | Royalti 27-103-01
16 | Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta 27-100-01
17 | Imbalan Sehubungan dengan Jasa, Pekerjaan dan Kegiatan 27-104-01
18 | Hadiah dan Penghargaan 27-100-02
19 | Pensiun dan Pembayaran Berkala Lainnya 27-100-03
20 | Premi Swap dan Transaksi Lindung Nifai Lainnya 27-102-02
21 | Keuntungan Karena Pembebasan Utang 27-100-04
22 | Penghasilan Dari Penjuatan atau Pengalihan Harta di Indonesia 27-100-05
23 | Premi Asuransi/Reasuransi 27-100-06
24 | Penghasilan dari Penjualan/Pengalihan Saham 27-100-07
25 | Penghasilan Kena Pajak BUT Setelah Pajak 27-105-01

26 | Jumlah {Jumiah angka 13 s.d. 25)

10
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5. Formulir Daftar Objek Pemotongan/Pemungutan Pajak Penghasilan Pihak Lain

- Lanjutan
area staples
e wassoe0s
DAFTAR OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN FORMULIR DOPP-
g PAJAK PENGHASILAN PIHAK LAIN
rementeranieuaneanes waonewe [ ] T ] (T T ] O OO0 CO0OC0OmO
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |5 Masa Pajak {mm-yyyy) I l I /| | ] I I

A. OBJEK PAJAK

. .. OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 23“., ;
3e K ae s TH e T et e T e e
27 Dividen 24-101-01
28 | Bunga 24-102-01
29 | Royalti 24-103-01
30 | Hadiah, Penghargaan, Bonus dan Lainnya 24-100-01
31 | Sewa dan Penghasilan Lain Sehubungan dengan Penggunaan Harta 24-100-02
32 | Imbalan Sehubungan dengan: a. JasaTeknik 24-104-01
b. Jasa Manajemen 24-104-02
c. Jasa Konsultan 24-104-03
d. Jasalain
33 | Jumiah (Jumliah angka 27 s.d angka 32)
e eee———————————————————————————————————————————————————————————————————————
"IV. OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PA
34 | Bunga Deposito/Tabungan, Diskonto SBI dan Jasa Giro |
35 | TransaksiPenjualan Ssham a. Sazham Pendiri 28-407-01
b. Bukan Saham Pendir 28-407-02
36 | Bunga Diskonto Obligasi dan Surat Berharga
37 | Persewaan Tanah dan/atau Bangunan 28-403-02
38 | Hadish Undian 28-405-01
39 | JasaKonstruksi: a. Perencanaan Konstruksi (Dengan Kualifikasi Usaha) 28-4039-08
b. Perencanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) 28-409-09
¢ Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikast Usaha Kecll) 28-409-10
d Pelaksanaan Konstruksi (Kualifikasi Usaha Menengah 28-400-11
dan Besar}
e. Pelaksanaan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) 28-409-12
f. Pengawasan Konstruksi {Dengan Kualifikasi Usaha) 28-409-13
9. Pengawasan Konstruksi (Tanpa Kualifikasi Usaha) 28-409-14
40 Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak 28-417-01
Orang Pribadl (bunga sampai dengan Rp240.000,00)
" Bunga Simpanan yang Dibayarkan oleh Koperasi kepada Anggota Wajib Pajak 28.417-02
Orang Pridbadi (bunga di atas Rp240.000,00)
42 | DMden yang Diterima/Diperoleh Wajib Pajak Orang Privadi Dalam Negeri 28-419-01
Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif Peraturan Pernerintah
43 | Nomar 23 Tahun 2018 28-423-01
44 | Jumiah (Jumlah angka 34 s.d. angka 42)
V., [OBJEK PAJAK YANG DILAKUKAN PEMOTONGAN PPh PASAL 157
45 fmbalan yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan Pelayaran Dalam 28-410-02
Negeri
imbatan Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara yang Dibayarkan/
46 | Terutang kepada Perusahaan Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri 28-411-02
melalui BUT
47 imbalan Charter Pesawat Udara yang Dibayarkan/Terutang kepada 20-101-01
Perusahaan Penerbangan Dalam Negeri oleh Pemotong Pajak
48 | Uplit Hulu Migas 28-421-01
49 Participating Interest Elplorasi Hulu Migas 28-421-02
50 | Patticipating Interest EKisploitasi Hulu Migas 28-421-03
51 | Jumlah (Jumlah angka 45 s.d. angka 50)
Loioal



21-

6. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan dan Surat Setoran Pajak, Bukti
Penerimaan Negara dan/atau Bukti Pemindahbukuan PPh Pasal 4 ayat (2)
Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal 26

Aarea staples

3

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH UNIFIKASI BESERTA FORMULIR DBP
DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA, BUK TI PEMINDAHBUKUAN
PPh PASAL 4 AYAT {2), PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23 DAN/ATAU PASAL 26

kementeriankeuancanra mawewe - [T 1 [T T [T ] [ O 11 CL T OoOoOm
LI

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK |H.2 Masa Pajak (mm-yyyy) Dj !

A DAFTAR BUKTI PEMOTONGANPEMUNGUTAN UNIFIKAS!I BERFORMAT STANDAR + -~ = tow  »
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
No, NPWPINIK/TIN NAMA KODE OBJEK NOMOR BUKTI EEHCE AR BArAK DIPOTONG! | KETERANG
’ PAJAK PEMOTONGAN/ TANGGAL {Rp) DIPUNGUT / DTP AN
PEMUNGUTAN (Rp)

Ul et e

21 |JUMLAH DPP DAN PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT/DTP

B. DAFTAR SURAT‘#ETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA, DAN BUKTI PEMINDAHBUKUAN

NTPN/NO BUKTI PBK TANGGAL SSP/BPN/BUKTI PBK JUMLAH PPh DISETOR

10

"

12

13

14

15

16

17

18

19

JUMLAHN PPh YANG DISETOR
—
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B. DAFTAR FORMULIR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

Keterangan

Visualisasi format elektronik.

Versi cetak dari formulir-
formulir ini dapat berbeda
sepanjang memuat data dan
informasi yang sama dengan
yang terdapat dalam dokumen
elektronik yang telah
disampaikan melalui Aplikasi
e-Bupot Unifikasi.

No Nama Formulir
1 | Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal
4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23
2 | Bukti Pemotongan PPh Pasal 26
3 | Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal
4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23
4 | Bukti Pemotongan PPh Pasal 26

Formulir kertas (hard copy)




1.
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Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan
Pasal 23 (dalam bentuk dokumen elektronik)

area staples

b}
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23 UL
KEMENTERIAN KEUANGAN RI wa nomor : [ [ T 1 1 | I T 11 we [__] PPhFinat
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK H.2 |:|Pembewlan Ke- ___ H3 | |Pembatalan M5 I:] PPh Tidak Final
A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
A1 NPWP L) CI T 1T 3 [ LT T 1 111
A2 NIK SN TN N N N N N N I A O
A3 Nama H
A4 Alamat H
A.5 No. Telepon H
B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT
Keterangan Kode Objek Pajak
B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen [
Noma Dokumen | |tanggat | [ Jao [ | Jem[ [ T T Jww
B.8 Dokumen Referens! untuk Faktur Pajak, apabila ada:
Nomor Faktur Pajak : ITnnggaI r I lddl ] ]mm[ l l l IVWV
8.9 [___| PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKE).
Nomor : Tangg U e U7 Jeom[ T T T Towy

B.10D PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP} berdasarkan :

SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkan dengan NTPN : LT T T 1T T 1T T 11

B.11|:l PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor:

B.12|:| PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan :

C. ID

ENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

CcA
Cc2
C.3
c.4
c.5

NPWP - 1) 11 1) O o1 117

Nama Wajib Pajak H

Tanggal o L] e [ ] Jem T T T o

Nama Penandatangan H

Pernyataan Waljib Pajak H Dengan inl saya menyatakan bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikagi telah saya isi dengan benar dan tefah saya tandatangani secara
elektronik
Apablia terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemunqutan Unifikasi yang y !

pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:
[ Pemotong dantatau remungut PR

D Pthak yang dipotong/dipungut

Sesual dengan ketentuan yang berlaku, D Pajak bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperiukan tanda tangan
basah pada Bukti Pemotongan int.

P juk Singkat Pengisian Bukti P tongan/P: g PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 21
H. Bagian Header Formufir
H.1  Diisl dengan nomor Bukti Pemotongan/fPemungutan PPh, yaitu 7 digit yang menunjukkan nomor urut Bukti Per PPh (
Nomor urut Bukti P tidak ) datam hal p. Bukti Pemotongar PPh Unifikasi.
H.2 Diisi dengan landa silang (X) pada kolak, jika Bukdi P 1gutan per dan urutan dengan angka.
H.3 Diisl dengan tanda silang (X) pada kotaK Jika ) Bukti Per emungutan per
H.4 Dicentang apabila PPh yang ! Q PPh yang bersifat final (idak dapat dikredﬂkan datam SPT Tahunan PPh Pihak yang dipotong/dipungut).
R.S Dicentang apabila PPh yang di pungut v p: PPh yang bersifat tidak final {dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Pihak yang dipotong/dipungut).

Plhak yang D

Wajit diis? dengan benar, lengkap dan Jelas.
A1 Kolom ini wajib diisi dengan NPWP Pihak yang dipotong/dipungut Dalam tial Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP,
maka kolom Ini diist dengan “00.000.000.0-000.000".
A2 Walit giisi Nomor Induk Kependudukan (NIK) dalam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
A3 Diist dengan nama Pihak yang dipotong/dipungut . Apabtila kotom yang tersedia tidak mencukupi, maka nama yang diisikan dapat disesuaikan.
A4 Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari Puhakyang dipolong/dipungut Jalan, RT/RW, KefurahanDesga, Kecamatan, Kota/Kabupalen, Provinst, Kode Pos.
A5 Diisi dengan nomor Pihak yang qut.

8. Pajak Penghaslian yang Dipotong/Dipungut

8.1 Diisi dengan m: tahun pajak saal PPh dengan format penullsan mm-yyyy.

B.2 Diisi sesuai kode objek pajak, sesval dengan dafter kode objek pajak di formulir SPT (Lampiran (),

83 Diisl jumian i bruto yang menjadi dasar penghitungan pajak.

8.4 Dilsl dengan tanda sitang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.
Ki ini akan kibatk sanksi dik {arif pajak yang lebih tinggi 100% untuk objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23,

B.S Diisi dengan tarif pemotongan PPh. Contoh: tarif atas jass teknik adalah 2% dilsl dengan angka 2.

B.6 Diisl dengan jumiah PPh yang terutang.

8.7 Oiisi dengan dokumen yang menjadi dasar Bukti P err 1 antara Iain Invoice, Pengumuman, Surat Perjanilan, Buktt Pembayaran,
Akta Perikatan, Akla RUPS. Surat Pemyataan. Tullskan nomor dan tanggal dokumen referensi.

B.8 Dilsi dengan Faktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukli Pemolongan/fPemungutan

B.9 Diisi dengan tanda shang (X) pada kotak, datam hal PPh yang di| I3 ] Surat Keterangan Bebas.
Tuliskan nomor dan tanggat Surat Keterangan Bebas.
B.10 Dilsi dengan Nomor Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 apabila P P gut PPh P atas impor Barang.
B.11 Diisl dengan tanda shiang (X) pada kotak, datam hal PPh Ditangoung Pemerintah {DTP) dan cantumkan dasar hukum DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN).
B.12 Diisi dengan tanda sHang (X) pada kolak, datam hal objek Ph dan cantumkan peraturan yang mengatur tentang hat tersabut.
C. i Pajak
C.1 Diisi dengan NPWF Pemotong/Pemungut Pajak.
€.2 Diist gan nama Per Pajak.
.23 Dilsi dengan tanggal penerbltan Buktl Per er pan format penulisan ad-mm-yyyy .
C.4 Diisi nrama Wajib Paj Waljib P Wajlb Pajak.
C.5 Kode QRini gai p e-Bupol. Untuk verifikasi kode inl dapat dilakukan dengan cara memindai melalui QR code melatul felepon genggam yang memititd fitur
yang mendukung.
Untuk PP yang dilanggung i (DTP) harus an penanda berupa walermark Pajak Fenghasilan Ditanggung Pemerirtah (DTP}
r—
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2. Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 (dalam bentuk dokumen elektronik)

Aarea staples

L]
WITHHOLDING TAX RECEIPT
ARTICLE 26
! " FORMULIR BP26
MINISTRY OF FINANCE OF THE .
'REPUBLIC OF WDONESIA mawmser = [ | | L [ [ [ [ [ [ |
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES M2 [ ] AmendedReceipt .3 [ JAnnulment
A. INCOME RECIPIENT
A1 TIN H
A.2 Taxpayer's Name :
A3 Address H
A.4 Country : A5 Date of Birth : Ll Jae [T Jem{ T T T o
A6 Passport Number A7 KITAS/KITAP Number :
B. INCOME TAX WITHHELD
Tax Object’s Code Information :
B.7 Ref o ! t's Numb |
Document's Name I ] Date: [ ] ]dd [ —[ 1""“' I [ l ]my

B.8 Reference D for Tax 1 i

Tax Invoice Number : ] bate: [ 1 Ja [ T Jem[ T T T Jywwy
B9 D income Tax Art. 26 is withheld at a rate stipulated in Double Tax Agreement. The reduced withholding tax rate is based on submitted Certificate of

Domicife with receipt number I ] ]dd [ l ]mm[ I I I ]yyyy
B.‘IOD Income Tax Art. 26 is borned by the Government based on refi e d t ber:
State R Transaction Number (NTPN SSP): AN N N N N N N O O O R

B.11|::I T bla i Ie blectft ithheld is given tax income incentive based on
C. WITHHOLDING AGENT
c1 TN - ) ) ) 68 I 11T
C.2 Taxpayer's Name H
C.3 Date of lssuance s U] Jea [T Jeml T T T Jywyy
C.4 Signatory's Name :
C.5 Pernyataan Wajib Pajak H | hereby dediare that the unlified withholding tax receipt has been correctly, completely and dearly filled and ) also sign this efecironicalty.

QR Code <~ iw For any error in the filing of the unified withholding tax receipt. generating an excess of the income tax withhetd, the party that will submit a tax

refund request for the overpaid armount is:
D Withholding Tax Agent

E:] Income Recipient

Under the prevalling tax taw and regulation, Directorate General of Taxes sti that this ing Tax ptis valid and wet eis quired. This With ing Tax
Recelpt has been electronically signed

Petunjuk Singkat Bukti Pemotongan PPh Pasal 26

H. Bagian Header Formulir
H.1 Diist dengan nomor Bukli Pemotongan PPh Pasal 26, yaitu 7 digit nomor urut Buktt Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasl.
Nornor Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi tidak berubah dalam hal pemb Vperm Bukli Pemotongan/Per PPh Unifikasi.
H.2 Diisl dengan tanda sitang (X) pada kotak, Jika merupakan Bukti Pemotongan pembetulan dan tuliskan urutan pembetulan dengan angka,
H.3 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti Perotongan pembatalan,

A. ldentitas Pihak yang DI
Wajib diisi dengan benar, tengkap dan jefas.
A1 Diisi dengan Tax /D Ni penerima ilan yang di atau nomor identilas lain sesuai kelaziman,

A2 Diisi dengan nama Pihak yang dipotong.

A3 Diisi dengan alamat Pihak yang dipotong di negara asal.

A4 Diisl dengan negara asal Pihak yang dipotong.

A5 Diisi dengan tanggal lahir Pihak yang dipotong, dalam hal Pilak orang pribadi.

A6 Dlisi dengan narmor paspor Pihak yang dipotong. datam hal Pihak orang pribadi.

A7 Diisi dengan nomor KITAS/KITAP Pihak yang dipotong, dalam hal Pihak orang pribadi.

B. Pajak P yang Dj Tax

B.1 Dilsi tahun pajak saat g PPh Pasal 26, dengan format penullsan mme-yyyy

B.2 Dilsl sesuai kode objek PPh Pasal 26 sebagai berlkut
27-100-01 Sewa dan peng lain [} 27-101-01 Dividen;

dengan penggunaan harta: 27-102-01 Bunga;

27-100-02 Hadiah dan penghargaan; 27-102-02 Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;
27-100-03 Penstun dan pembayaran berkala lainnya; 27-103-01 Royalti;
27-100-04 karena an utang; 27-104-01 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan kegiatan;
27-100-05 Penj peng harla di il 27-105-01 Penghasilan Kena Pajak BUT setetah pajak.
27-100-06 Premi asuransifreasuransi; 27-100-99 PegawaiPemberi Jasa/Peserta Kegialan/P: il Penslun bagai
27-100-07 Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham; Subjek Pajak Luar Negeri

B.3 Diisi dengan jumtah penghasilan bruto.

B.4 Disi g 1 hasilan neto.

B.5 Diisi dengan tanif pemotongan pajak. Contoh tarif atas dividen adalah 20% maka penulisan tarifnya yaitu 20,

B.6 Diisi dengan jumiah PPh Pasal 26 yang terutang, termasuk PPh yang ditangggung pemerintah (DTP) dalam hal mendapat fasilitas tersebut.

B.7 Diisi 9 yang jadl dasar penerbitan Bukti Pemotongan antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat P Bukti Per Akta P
Axta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nomor dan tanggat dokumen referensi

B.8 Diisl dengan Faktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan SBukli Pemotongan/Pemungutan

B.8 Diisl dengan tanda sliang (X) pada kotak, gatam hal PPh Pasal 26 yang dipotong, dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) serta cantumkan
tanda terima SKD WPLN Kkeluaran dari Aplikasi e-SKD dan ber ya SKD WPLN tersebut.

B.10 Diis} dengan tanda shang (X) pada kotak, datam hal PPh Pasal 26 Ditanggung Pemerintah (OTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan nomor transaks!
penerimaan negara (NTPN).

B.11 Dilst dengan tanda sliang (X) pads kotak, dalam hal objek pajak/subjekpajak/PPh diberlkan fasilitas dan cantumkan peraturan yang meng: tentang hai st

C. Pajak { ing Agent)
C.1 Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak.
C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.

C.3 Diisi dengan Bukti Per 1 PPh Pasal 26, dengan tarmat penulisan dd-mm-yyyy.
C.4 Diisi nama Wajib Paj; it Wajib Paj ‘Wajib Pajak selaku Pemotong Pajak.
C.5 Kode QRIini gsi sebagai p e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat carar i i AR code i pon genggam yang memiliki
fitur yang mendukung.
C.6 Diberikan (v} pinak yang akan ] peng 1 atas pajak yang seharusnya tidak terutang terdapat r dalam p Bukti
Perr ¥ Y yang Y 1 pen
—
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3. Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan
Pasal 23 (dalam bentuk dokumen kertas)

area staples

E===5
BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN
PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23 FORMULIR BPBS
KEMENTERIAN KEUANGAN RI wa womor ¢ [ T T T ] T T 1T 1 wa [__] PPhFinal
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK 2 [ ]Pembetulan Ke- __ 3 Pembatatan us [__| PPhTidak Final

A, IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A1 NPWP ] L 1T 1 CI 11 O CIT T CI 1]
A2 NIK NN N N NN T N N N N N A I

A3 Nama H

A4 Alamat H

A5 No. Telepon H

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPURGUT

Keterangan Kode Objek Pajak :

B.7 Dokumen Referensi : Nomor Dokumen [ ]
Nama Dokumen [ ] Tanggal I I ]dd I l ]"""l ‘ [ ] |W
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada:
Nomor Faktur Pajak : i _| Tanggat l | ]dd I [ ]mml I l | |yyyy
BS |:] PPh dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).
Nomor : Tanggal I l Idd I I Imm[ [ [ f jyyyy
B.10[::] PFPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) & kan :
SSP atas PPh DTP tersebut telah diterbitkandenganNTPN: [ | T [T T T T 17 T T T T T T T 11
B.11D PPh dalam hal ksl mengg kan Surat K gan berd kan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor:

B.12[: PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh b H

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK
C1 NPWP ) 1 1] . ) 1T
€.2 Nama Wajib Pajak :

C3 Tanggar S 7 ) R A
C.4 Nama Penandatangan :

C.5 Tanda Tangan dan Cap :

Dengan ini saya menyatakan bahwa Bukti P Unil i telah says isi dengan benar, lengkap dan jelas.

C.6 Pernyataan Wajib Pajak H Apabila terdapat kesalahan dalam p Bukii Pemolongan/P fan Unifikasi yang meny kelebihan gan/
pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya lerutang ialah:

[:] Pemotong dan/atau Pemungut PPh
:] Pihak yang dipotong/dipungut

P juk Singkat Pengisian Bukti P gan/P: PPh Pasol 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, dan Pasal 23

M. Bagian Header Formufir
H.1 Dilsi dengan nomeor Bukti Pemolangan/Pemungulan PPh, yaitu 7 digit yang menunjukkan nomor unul Bukti Pemotongan/fPemungutan PPh Unifikasi,

Nomor urut Bukti Pemotonganfemungutan tidak berubah dalam hal » Bukti £ PPh Unifikasi.
H.2 Dlisl dengan tanda silang (X) pada kotak, jika an Bulkdi f Han dan urutan gan angka.
H.2 Dilisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika 1 Bukti P at
H.4  Dicentang PPhyang v PPhyang final (iidak dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Pihak yang dipotong/dipungut),
HS D bila PPh yang di| PPh yang tidakfinal (dapat dikreditkan dalam SPT Tahunan PPh Pihak yang dipotong/dipungut),

A. Identitas Pihak yang DipotongiDipungut
Wajib diisi dengan benar, lengkap dan jelas.
A1 Kotom ini wajlb dlisi dengan NPWP Pihak yang dipotong/dipungut. Dalam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang tidak memilikd NPwWe,
maka katom int dilsi dengan “00.000.000.0-000.000".
A2 Waijib dilsi Nomor Induk Kependudukan (NIK) ¢afam hal Pihak yang dipotong/dipungut adalah orang pribadi yang idak memiliki NPWP,
A3 Diisi dengan nama Pihak yang dipotong/dipungut . Apabila kolom yang tersedia tidak mencukupl, maka nama vang diisikan dapat disesuaikan.
Ad  Diisi dengan atamat ya dari Pihak yang dipetong/dipungut: Jalan, RT/RW, Kelurahan/Desa, Kecamatan, Kota/Kabupaten, Provinsi, Kode Pos.
AS Dlisi dengan nomor telepon Piak yang dipotong/dipungut.
B. Pajak yang pung
B.1 Dilsi dengan masa-tahun pajak saat g PPh format isan mm-yyyy.
B.2 Diisi sesuvai kode objek pajak, sesual dengan daftar kode objek pajak di tormulir SPT (Lampiran 1).
B.3 Dlisi jumiah bruio yang menjadi dasar penghitungan pajak.
B.4 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika yang dipotong adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP,
Ketentuarn ini akan mer sanks| 1arif pajak yang leblh tinggl 100% untuk objek pajak yang dikenakan PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23.
B.5 Diisi dengan tarif pemotongan PPh. Contoh: tarif alas jasa teknik adalah 2% diisl dengan angka 2.
B.6 Dilsi dengan jumtah PPh yang terulang.
B.7 Diisi yang jadi dasar ) Bukti P itan antara ain Invoice, P . Surat Perjanjian, Bukli Pembayaran,
Axta Perikatan, Akta RUPS, Surat Pemnyataan. Tuliskan nomor dan tanggal dokumen referensi.
B.8 Dilsi dengan Faktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukti Pemotongaanemungutan

B.9 Dilsi dengan tanda silang (X) pada kolak, dalam hal PPh yang di L] g 1 Surat Ket Bebas.
Tuiiskan nomor dan tangga' Surat Keterangan Bebas.
B.10 Diisi dengan Nomor Surat Kelerangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 il F e PPh atas Impor Barang.
B.11 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Dilanggung Pemerintah (DTP) dan cantumkan dasar hukum DTP dan NnmorTransaksl Penerimaan Negara (NTPN).
B.12 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal objek Ph diberikan dan yang tentang hal tersebut.
C. P Pajak
€.1 Diisi dengan NPWP Pemolonngemungut Pajak.
C.2 Diisi nama P amungut Pajak,
C.3 Diisi g Han Sukti P di format lisan do-mm-yyyy.
C.4 Diisi nama Wa}lb Paj: Wajib F Wajib Pajak.
C.5 KodeQRinl I} gaman e-Bupot. Untuk verifikasi kode ini dapat cara i melziui QR code melalui telepon genggam yang memitiki fitur
yang mendukung.
cs Dibenkzn centang (v) pihak 1 yang akan Y atas pajak yang seharusnya lidak terutang apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukii
yang meny i
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4. Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 (dalam bentuk dokumen kertas)

area staples

‘aenenany
WITHHOLDING TAX RECEIPT
ARTICLE 26
: ’ FORMULIR BP26
MINISTRY OF FINANCE OF THE HA Number : [ [ l ' ] l I I l | |
REPUBLIC OF INDONESIA
DIRECTORATE GENERAL OF TAXES  [H.2 [ | AmendedReceipt  n.3 [ |annuimem
A. INCOME RECIPIENT
Al TIN :
A.2 Taxpayer's Name :
A.3 Address
A.4 Country : A5 Date of Birth : C L Jea [T Jem[ T T T vy
A.6 Passport Numb H A7 KITAS/KITAP Number :
B. INCOME TAX WITHHELD

Tax Object's Code Information :

B.7 Reference D D 's Numb ’_ —|
Document’s Name [ | pate: || Jaa [ T Jem[ T T ] lyyyy
B.8 Reference Document for Tax Invoice:
Tax Invoice Number : [ ] Date: [ I ]dd [ l Imml l I I IWYY
B.9 D Income Tax Art. 26 Is withheld ata rate stipulated in Double Tax Ag Tha red d withholding tax rate is based on submitted Certificate of
Domicile with receipt number I l ldd [ | Imm{ l I I ]yyyy
B.W[:l Income Tax Art. 26 is borned by the Government based on reference document number:
State R Transaction Number (NTPN SSP): AN N 1 N N N O O O A O
B.11|___l Taxabte i I bject/tax withheld is given tax income incentive based on
C. WITHHOLDING AGENT

ca TN - 1] I3 1171 O3 1) 11T

C.2 Taxpayer's Name H

C.3 Date of Issuance L] Jad [T Jem[ T T 1 lyyyy

C.4 Signatory’s Name H

C.5 Signature’s name and Stamp:

C.6 Pemyataan Wajib Pajak H | hereby declare that this unified withholding tax receipt has been carrectly, completely and clearty filled.

Far any error in the filing of the unified withholding tax receipt. generating an excess of the income tax withheld, the parly that wili submit a tax
refund request for the overpaid amountis:

D Withholding Tax Agent
D Income Recipient

Petunjuk Singkat Bukti Pemotongan PPh Pasal 26

H. Bagian Header Formulir
H.1 Dilsi dengan nomor Bukli Pemotongan PPh Pasal 26, yaitu 7 digit nomor urut Bukli Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi.

Nomor Bukli Pemetongan/Pemungutan PPh Unifikasi tidak berubah galam hai Bukti Pemotongan/Perr PPhL
H.Z2 DIlsi dengan tanda sitang (X) pada kotak, jika mer Bukti P 1 dan urutan tul Qan angka.
H.2 Dilsl dengan tanda sitang (X) pada kotak, jika merupakan Bukli Pemotongan pembatatan.
A. Wdentitas Pihak yang D (n
Wajib diisl dengan benar, lengkap dan jelas.
A1 Diist dengan Tax /D Number penerima penghasiian yang di atau nomor lain sesuai kelaziman.

A2 Diisi dengan nama Pihak yang dipotong.
A3 Dilsi dengan alamat Pihak yang dipotong di negara asal.
A4 Diisi dengan negara asal Pihak yang dipotong,
AS Diisi dengan tanggal lahir Fihak yang dipotong, dalam ha! Pihak orang pribadi.
A6 Oiisi gengan nomor paspor Pihak yang dipotong, dalam hal Pihak orang pribadi.
A7 Oilsi dengan nomor KITAS/KITAP Pihak yang dipotong, dalam hal Pihak orang pribadi.
B. Pajak P yang [ Tax
B.1 Diisi dengan masa-tahun pajak saat terutang PPh Pasal 26, dengan format penulisan mm-yyyy
B.2 Diist sesual kode objek PPh Pasal 26 sebagai berikut

27-100-01 Sewa dan penghasilan lain sehubungan 27-101-01 Dividen;
dengan penggunaan harta; 27-102-01 Bunga;
27-100-02 Hadlah dan penghargaan; 27-102-02 Premi swap dan transaksi lindung nital lainnya;
27-100-03 Penslun dan pembayaran berkala lainnya; 27-103-01 Royatti;
27-100-04 K karena b utang; 27-104-01 imbalan 1gan d 1asa, dan kegi
27-100-05 Penjualan/pengatihan harta di iIndonesia; 27-105-01 Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak.
27-100-06 Premi asuransifeasuransi; 27-100-99 PegawaiPemberi JasalPeserla Kegi i Pensiun g
27-100-07 Penghasilan dari penjuzlan atau pengalihan sahany, Subjek Pajak Luar Negeri

B.3 Dlisi dengan jumtah penghasilan bruto.

B.4 Dilsi dengan perkiraan penghasilan neto.

B.S5 Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Contoh tanf atas dividen adalah 20% maka penulisan tarifnya yaitu 20,

B.6 Dilsi dengan jumliah PPh Pasal 26 yang terutang, tennasuk PPh yang ditangggung pemerintah (DTP) datam hal mendapat faslitas tersebut.

B.7 Dilsi dengan dokumen yang menjadi dasar p 1 Bukti F antara lain Faktur Pajak, Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjlan, Bukti Pembayaran, Akta Perikatan,
Akta RUPS, Surat Pemnyataan. Tuliskan nomar dan tanggal dokurnen referensi

B.8 Diisi dengan Faktur Pajak yang menjadi dasar penerbitan Bukli Pemotongan/Pemungutan

B8 Diisi dengan 1anda sllang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 26 yang dipotong, dihitung berdas arkan tanif Perjanii F Pajak g {F3B) seda cantumkan
tanda terima SKD WPLN keluaran dan Aplikasi e-SKD dan ¢ ya SKD WPLN tersebut.

B.10 Diisi dengan tanda sliang (X) pada kotak, datam hal PPh Pasa! 26 Dllanggung Pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum pemberian DTP dan nomor transaksi
penertmaan negara (NTPN).

B.11 Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, datam hal objek paj: ji ji Ph ( fasilitas dan cantumkan peraturan yang mengatur tentang hal tersebut.

C. ldentitas Pajak ( Agens)
C.1 Diist dengan NPWP Pemotong Pajak.
C.2 Diisi dengan nama Pemotong Pajak.

C.3 Diisi tanggal p Bukti Perr PPh Pasal 26, dengan format penullsan dd-mm-yyyy.
C.4 Diist nama Wajib Paj; Wajib Paj Wajib Pajak sefaku Pemaotong Pajak.
C.5 Kode QR ini berfungsi sebagai pengaman e-Bupot Untuk verifikasi kode inl dapat dilakukan dengan cara memindal QR code 1alui genggam yang memiliki fitur
yang mendukung.
C.& Diberikan cenlang (v) pihak yang akan atas pajakyang wa tidak g terdapat kesalahan dalam pembuatan Buid
Per WPer yang menyebabkan
L |
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UMUM
Petunjuk Umum

Beberapa hal yang harus diperhatikan Pemotong dan/atau Pemungut PPh
dalam mengisi SPT Masa PPh Unifikasi adalah sebagai berikut:

1. SPT Masa PPh Unifikasi wajib disampaikan oleh Pemotong dan/atau
Pemungut yang telah ditetapkan sebagai Pemotong dan/atau Pemungut
PPh yang diharuskan membuat Bukti Pemotongan /Pemungutan Unifikasi
dan diwajibkan membuat dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi.

2.Bagi Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang telah ditetapkan untuk
menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi, maka tidak lagi menyampaikan
SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2), SPT Masa PPh Pasal 15, SPT Masa PPh
Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 berdasarkan
PER-53/PJ/2009 dan PER-04/PJ/2017.

3. SPT tidak wajib disampaikan apabila pada bulan yang bersangkutan tidak
ada pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atau
penyetoran sendiri atas PPh Pemotongan/Pemungutan (nilai PPh setor
sendiri nihil).

Namun jika nihil tersebut disebabkan adanya Surat Keterangan Bebas,
seluruh PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22, Pasal 23 dan/atau Pasal
26 yang terutang ditanggung oleh Pemerintah (DTP), atau PPh yang
dipotong atau dipungut dan/atau disetor sendiri yang diberikan fasilitas
PPh berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan maka Pemotong dan/atau
Pemungut PPh tetap wajib menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi.

4. Kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus diisi tanpa nilai desimal.

Contoh:

* dalam menuliskan sepuluh juta rupiah adalah: 10.000.000 (BUKAN
10.000.000,00).

* dalam menuliskan seratus dua puluh lima rupiah lima puluh sen adalah:
125 (BUKAN 125,50).

5. Penerbitan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak berdasarkan
transaksi sebenarnya dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana
dimaksud dalam Undang Undang yang mengatur mengenai Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan.

6. Formulir SPT Masa  PPh Unifikasi  dan formulir  Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk dokumen kertas
disusun dengan format yang dapat dibaca dengan menggunakan mesin
scanner, untuk itu perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut:

a. jika Pemotong dan/atau Pemungut PPh membuat sendiri formulir SPT
Masa PPh Unifikasi dan formulir Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi ini, berilah tanda = (segi empat hitam) di keempat sudut
kertas sebagai pembatas agar dokumen dapat dipindai (scan);



-30-

b. SPT Masa PPh Unifikasi menggunakan ukuran kertas F4/Folio (8.5 x
13 inch) dengan berat minimal 70 gram. Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar menggunakan
ukuran kertas A4 (8,27 x 11,69 inch) dengan berat minimal 70 gram;

c. kertas tidak boleh dilipat atau kusut;

d. sebelum melakukan pengisian, terlebih dahulu membaca petunjuk
pengisian SPT Masa PPh Unifikasi dan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;

e. pengisian SPT Masa PPh Unifikasi dan Bukti
Pemotongan/Pemungutan  Unifikasi dapat dilakukan dengan
menggunakan tulisan tangan atau mesin ketik atau mesin komputer
dan huruf kapital serta tinta hitam;

f. kolom-kolom identitas yang terdapat dalam SPT Masa PPh Unifikasi
wajib diisi oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh, wakil Pemotong
dan/atau Pemungut PPh atau kuasa Pemotong dan/atau Pemungut
PPh secara benar, lengkap, dan jelas;

. Dalam hal SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan dalam bentuk dokumen
kertas, maka dokumen dan/atau keterangan yang wajib dilampirkan
dalam SPT adalah sebagai berikut:

Bukti Pemotongan /Pemungutan PPh;

SSP atau BPN, dalam hal kurang bayarnya dilunasi dengan setoran ke
Kas Negara;

c. Bukti Pbk, dalam hal kurang bayarnya dilunasi dengan
pemindahbukuan;

d. Surat Kuasa Khusus bermaterai cukup, dalam hal SPT ditandatangani
oleh kuasa Wajib Pajak;

e. fotokopi Surat Keterangan Bebas, dalam hal PPh dibebaskan
berdasarkan Surat Keterangan Bebas;

f. Tanda Terima Surat Keterangan Domisili, dalam hal PPh Pasal 26
dihitung berdasarkan tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda;
dan

g. fotokopi SPT Masa PPh Unifikasi yang dibetulkan, termasuk lampiran
dan Bukti Penerimaan Surat, dalam hal SPT Masa PPh Unifikasi yang
disampaikan adalah SPT pembetulan.

. Dalam hal SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan dalam bentuk dokumen
elektronik, beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

a. Aplikasi e-Bupot Unifikasi dapat digunakan untuk membuat Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sekaligus menyampaikan SPT
Masa PPh Unifikasi bagi pengguna Aplikasi
e-Bupot Unifikasi.

b. Sebelum melakukan pengisian, Pemotong dan/atau Pemungut PPh
pengguna Aplikasi e-Bupot Unifikasi terlebih dahulu membaca
petunjuk pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan
pengisian SPT Masa PPh Unifikasi.
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c. Kolom-kolom identitas yang terdapat dalam Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan SPT Masa PPh Unifikasi wajib
diisi oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh secara benar, lengkap,
dan jelas.

Prasyarat Penggunaan Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Terdapat setidaknya tiga prasyarat yang harus dipenuhi oleh Pemotong
dan/atau Pemungut PPh yang ditetapkan sebagai pengguna Aplikasi
e-Bupot Unifikasi, yaitu:

1. Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus memiliki EFIN untuk
membuka akun DJP Online;

2. Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus memiliki Sertifikat Elektronik
untuk menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi; dan

3. Pemotong dan/atau Pemungut PPh ditetapkan melalui Keputusan
Direktur Jenderal Pajak.

Pemotong dan/atau Pemungut PPh yang telah memiliki Sertifikat Elektronik
dari Direktorat Jenderal Pajak tidak perlu melakukan permohonan untuk
memperoleh Sertifikat Elektronik sepanjang Sertifikat Elektronik masih
berlaku.

Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Aplikasi e-Bupot Unifikasi disediakan melalui laman DJP Online
(www.djponline.go.id) dan saluran tertentu yang ditetapkan oleh Direktorat
Jenderal Pajak meliputi Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan dan Host to Host
(H2H). Host to Host adalah saluran khusus yang disediakan untuk Wajib
Pajak tertentu sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI

Ketentuan Umum

Ketentuan mengenai pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
meliputi beberapa ketentuan yaitu bentuk, jenis, kelengkapan, dan tata
cara penyampaian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak
yang dipotong dan/atau pihak yang dipungut.

2.1.1. Bentuk dan Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi memiliki dua bentuk yaitu:

1) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk formulir kertas
(hard copy); dan

2) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk dokumen
elektronik.

Terdapat dua jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, yaitu
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dan Dokumen
yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.



2.1.2.

-32-

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar terdiri dari

dua macam, yaitu:

1) Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15, Pasal 22,
dan Pasal 23; dan

2) Bukti Pemotongan PPh Pasal 26.

Format Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dapat
dilihat pada Lampiran huruf B. Tata Cara Pembuatan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar mengikuti ketentuan
pada 2.2.

Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi merupakan dokumen lain yang memuat data dan informasi
pemotongan atau pemungutan pajak tertentu yang kedudukannya
dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi. Tata Cara
Pembuatan Dokumen yang dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi mengikuti petunjuk pada 2.3.

Penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar

Penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar,
baik formulir kertas maupun formulir elektronik dilakukan secara manual
dengan ketentuan terdiri dari 10 digit dengan rincian sebagai berikut:

Kode Kode
Dokumen Seri

e W s : 1
X YY 22ZZ2ZZZ2ZZZ

Nomor Seri

Kode Dokumen Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi diisi sebagai
berikut:

Kode Dokumen | Keterangan
Bukti Pemotongan
1 Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk
formulir kertas (hard copy)
o Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk

elektronik _|

Kode Seri Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
diberikan secara berurutan dari 01 sampai dengan 99. Fungsi Kode ini ialah
untuk menandai kode nomor urut Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
Berformat Standar. Apabila nomor 01 sampai dengan 99 telah terpakai,
nomornya berulang kembali ke O1.

Nomor seri Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
diberikan secara berurutan dari 0000001 sampai dengan 9999999 dalam 1
(satu) tahun kalender (dari 1 Januari s.d 31 Desember). Apabila tahun
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kalender telah berganti, maka nomor dimulai lagi dari nomor 0000001
dengan kode seri nomor O1.

Apabila persediaan nomor untuk kode seri 01 dengan nomor seri 9999999
telah digunakan, maka nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
Berformat Standar selanjutnya menggunakan kode seri nomor 02 dan
nomor seri dimulai lagi dari 0000001. Ketika penomoran Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar telah sampai kode
seri 02 dan nomor seri 9999999, maka penomorannya dilanjutkan dengan
kode seri 03 dan nomor seri 0000001, dan seterusnya.

2.1.3. Kelengkapan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Beberapa ketentuan mengenai kelengkapan Bukti
Pemotongan /Pemungutan Unifikasi sebagai berikut:

1. Kewajiban mencantumkan NPWP atau NIK atau TIN

Dalam hal pihak yang dipotong dan/atau yang dipungut merupakan Wajib
Pajak Badan atau BUT, maka kolom NPWP pada bagian “Identitas Wajib
Pajak yang Dipotong” pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
Berformat Standar wajib diisi dengan NPWP Wajib Pajak vyang
bersangkutan.

Kewajiban mengisi NPWP tersebut juga berlaku dalam hal pihak yang

dipotong dan/atau dipungut adalah Wajib Pajak orang pribadi yang telah
memiliki NPWP.

Dalam hal orang pribadi belum memiliki NPWP, kolom NPWP diisi dengan
“00.000.000.0-000.000” dan kolom NIK wajib diisi dengan Nomor Induk
Kependudukan sesuai Kartu Tanda Penduduk orang yang bersangkutan.

Dalam hal pihak yang dipotong dan/atau dipungut merupakan Wajib
Pajak luar negeri, maka data dan identitas pihak yang dipotong dan/atau
dipungut diisi dengan Tax Identification Number (TIN) atau identitas
perpajakan lain yang lazim digunakan di Negara/Yurisdiksi domisili Wajib
Pajak luar negeri.

2. Pencantuman nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas

Apabila PPh bernilai nol (“0”) pada Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi karena pihak yang dipotong/dipungut dibebaskan dari
pemotongan/pemungutan PPh berdasarkan Surat Keterangan Bebas,
maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh wajib mencantumkan data
berupa nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas tersebut di Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang dibuat.

Contoh 2.1 Pencantuman Surat Keterangan Bebas

PT BANGUN PERSADA JAYA yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal
4 Januari 2020 membayar imbalan jasa manajemen ke CV TALENTA BERDIKARI
sebesar Rp15.000.000,00. Sebelum dilakukan pemotongan pajak, CV TALENTA
BERDIKARI menyampaikan Surat Keterangan Bebas PPh Pasal 23 yang valid.

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa manajemen yang berlaku
saat terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. PT BANGUN
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PERSADA JAYA melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi dalam bentuk dokumen
kertas.

Sesuai ketentuan di Pasal 6 ayat (4), Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
‘tetap harus diterbitkan dalam hal pihak yang dipotong/dipungut menyerahkan
Surat Keterangan Bebas. Oleh karena itu, atas transaksi tersebut, PT BANGUN
PERSADA JAYA di Jakarta membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
dengan nomor 1010000001 dengan perincian sebagai berikut:

o Jenis Bukti Pemotongan /Pemungutan: PPh Tidak Final

* Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 1010000001

» Identitas WP yang Dipotong: CV TALENTA BERDIKARI

* Masa Pajak (mm-yyyy): 01-2020

+ Kode Objek Pajak: 24-104-02

¢ Dasar Pengenaan Pajak: 15.000.000

* Tarif (%): O

» PPh yang Dipotong/ D1pungut 0

* Dokumen Referensi: invoice nomor 139/9924-09/ 20 tanggal 4 Januari 2020

+ Nomor dan - Tanggal Surat Keterangan Bebas:  S-00002/SKB.23/
WPJ.13/2020 tanggal 2 Januari 2020 ‘

3.Pencantuman Informasi Surat Keterangan Domisili

Apabila Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 dibuat dengan menggunakan
tarif Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda, maka Pemotong dan/atau
Pemungut PPh wajib mencantumkan informasi Surat Keterangan Domisili
Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN) di Bukti Pemotongan PPh Pasal 26
yang dibuat. Informasi SKD WPLN tersebut berupa nomor tanda terima
SKD WPLN hasil dari Aplikasi e-SKD.

Contoh 2.2 Pencantuman Nomor Tanda Terima Surat Keterangan
Domisili

PT BANGUN PERSADA JAYA di Jakarta memotong PPh Pasal 26 atas royalti
yang dibayar ke NIHON, Ltd di Jepang pada tanggal 10 Januari 2020.

Asumsi bahwa berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B)
antara Indonesm dan Jepang tarif pemotongan pajak atas royalti yang berlaku
saat terjadinya transaksi adalah sebesar 10% dari jumlah bruto. PT BANGUN
PERSADA JAYA melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi dalam bentuk dokumen
kertas.

Apabila NIHON Ltd tidak menyerahkan Nomor Tanda Terima Surat Keterangan
Domisili Wajib Pajak Luar Negeri (SKD WPLN) ke PT BANGUN PERSADA JAYA
pada saat dilakukannya pemotongan pajak, maka PT BANGUN PERSADA JAYA
harus membuat-Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas pemotongan PPh
Pasal 26 roya1t1 dengan tarif umum. (20% dari jumlah bruto).

Namun apabila NIHON Ltd ingin menggunakan tarif PPh Pasal 26 sesuai
Perjanjian  Penghindaran Pajak Berganda (P3B), maka PT BANGUN PERSADA
JAYA harus membuat Bukti Pemotongan ‘PPh Pasal 26 dengan tarif sesuai P3B
yaitu sebesar 10% dari jumlah bruto -dengan mencantumkan nomor tanda
terima SKD WPLN hasil dari Aplikasi e-SKD dalam kolom isian - Bukti
Pemotongan PPh Pasal 26 pada Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Berikut contoh perincian Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 yang dibuat dengan
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menerapkan tarif sesuai P3B dan terdapat informasi SKD WPLN.

e Jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan: PPh Tidak Final

'« Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 1010000002

e Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: NIHON, Ltd.

¢ Masa Pajak (mm-yyyy): 01-2020

o Kode Objek Pajak: 27-103-01

¢ Dasar Pengenaan Pajak: 30.000.000

o Tarif (%): 10

o PPh yang Dipotong/Dipungut: 3.000.000

o Dokumen Referensi: invoice 139/9932-10/20 tanggal 10 Januari 2020

e Nomor Tanda Terima Surat Keterangan Domisilii SKDWPLN-JPN/2/20-
00000006

4. Penandatanganan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk kertas harus
dibubuhkan tanda tangan basah Pemotong dan/atau Pemungut PPh dan
dibubuhkan cap apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh merupakan
Wajib Pajak Badan.

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang dibuat dengan
menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi ditandatangani dengan
menggunakan Tanda Tangan Elektronik. Oleh karena itu, hasil cetakan
(printout) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tidak perlu
ditandatangani lagi dengan tanda tangan basah atau tanda tangan
stempel.

2.1.4. Pembuatan dan Pemberian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
dalam bentuk dokumen elektronik

Apabila  Pemotong dan/atau Pemungut PPh membuat Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk dokumen elektronik,
maka Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dibuat
dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi, sedangkan Dokumen yang
Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dibuat
dengan menggunakan sistem yang dimiliki oleh Pemotong dan/atau
Pemungut PPh.

Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
dapat dilakukan dengan cara mengetik langsung pada Aplikasi e-Bupot
Unifikasi (key-in) atau dengan cara memindahkan file ke dalam Aplikasi
e-Bupot Unifikasi (skema impor data).

Pemberian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
kepada pihak yang dipotong atau pihak yang dipungut dapat dilakukan
dengan cara mengirim Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi melalui
surel (email) atau dengan cara mencetak dan memberikan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Sedangkan penyampaian Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong atau pihak
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yvang dipungut dapat dilakukan dengan mencantumkan data atau
keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (5) pada dokumen
atau media lain yang kedudukannya dipersamakan dengan Bukti

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8
ayat (4).

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

Pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar

Dalam rangka tertib administrasi pembuatan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, Pemotong dan/atau
Pemungut PPh memberikan nomor pada Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar yang dibuat dengan mengikuti standar yang
ditetapkan dalam Peraturan Direktur Jenderal ini. Pemberian nomor pada
Aplikasi e-Bupot Unifikasi dilakukan secara manual oleh Pemotong
dan/atau Pemungut PPh dengan menggunakan standar penomoran
sebagaimana diatur dalam uraian di bawah ini.

1. Nomor urut diberikan secara berurutan walaupun jenis PPh berbeda
Sebagaimana dijelaskan pada contoh 2.1, 2.2, dan 2.3, penomoran pada
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tetap dilakukan secara
berurutan meskipun Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh tersebut dibuat
atas jenis PPh yang berbeda.

Contoh 2.3 Pemberian Nomor Urut

Pada tanggal 25 Januari 2020, PT BANGUN PERSADA JAYA menyewa ruang
pameran (booth) dalam suatu pertokoan dengan biaya sebesar R1530.000.000,00:
ke PT PLAZA NUSA MAKMUR. Ini adalah transaksi pemotongan PPh Pasal
4 ayat (2) pertama di tahun 2020.

‘Meskipun Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi untuk PPh Pasal’
4 ayat (2) baru diterbitkan pertama kali pada tahun 2020, namun nomor yang
digunakan adalah kelanjutan dari nomor sebélumnya. Nomor yang telah
diterbitkan 1010000001 dan 1010000002 telah digunakan untuk jenis PPh
lain. Karena itu, PT BANGUN PERSADA JAYA harus membuat Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar atas transaksi tersebut
dengan nomor. 1010000003.

2. Satu Nomor untuk Satu Wajib Pajak, Satu Kode Objek Pajak, dan Satu

Masa Pajak
Setiap satu nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar yang dibuat hanya dapat digunakan untuk satu pihak yang

dipotong atau pihak yang dipungut, satu kode objek pajak, dan satu Masa
Pajak.

Contoh 2.4 Beberapa Transaksi dengan Kode Objek Pajak yang Sama

'PT 'BANGUN PERSADA. JAYA di- Jakarta ‘pada’ bulan “Januari 2020° juga’
melakukan transaks1 menggunakan Jasa dari PT ELEKTRA ‘MANFAAT
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(perusahaan Jasa kehstrlkan) dengan pennman sebaga1 benkut

i

it | o | )
&

Tangga.l Jems Jasa » ) _,4,Biaya, ‘(R.p’l)r

i

g Januan 2020 Jasa perbaukan mesm fotokopl 1.500.000,00
9 Januan 2020 | Jasa pemeliharaan mesin AC - | 1.500.000,00
e 13 Januari 2020 Jasa- perbaukan hstr1k d1 ‘1.250.000,00-
- ruang server' !t .t K 1 e et
™ '20 Jénua“ri'QOQO Jasa’ pemehharaan fesin' AC ki 1"750‘ 000,00 |
e T Yo T ‘ . 16:000.000,00 - |
Asums1 bahwa | “tarif PPh Pasal 23 atas 1mba1an jasa: perawatan/
perba.lkan / pemehharaan mesm peralatan hstnk telepon, a1r, gas, AC dan TV

----

tadalah sebesar 2% dan Jumlah bruto PT BANGUN PERSADA JAYA membuat
Bukt1 Pemotongan / Pemungutan Un1fikas1 berbentuk dokumen kertas

Sesual Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4), atas transak31—transak31 tersebut,
P’I‘ BANGUN - PERSADA" "JAYA~ cukup membuat 1% (satu) Buktl
Pemotongan /Pemungutan Un1f1ka31 Berformat Standar dengan contoh permc1an
sebagal benkut U e e R 7, ’ :

. ‘Jems Bukt1 Pemotongan / Pemungutan PPh Tldak Fmal e
i :Nomor Bukt1 Pemotongan / Pemungutan Umﬁkam 10 10000004 :

. }fMasa Pajak (mm—yyyy) 01 2020 '
» “ Kode Objek Pajak: 24-104-29'
. Dasar Pengenaan Pajak:. 6 000 000

o Tarif (%) e Sh%e

e P_Ph yang Dipotong/ Dlpungut 120 000 : , i Vs
;,g»»f_Dokumen Referensi: invoice 137/ 5567 11/ 20 tanggal 18 Januan 2020 B

i
3

Contoh 2.5 Beberapa Transaksi dengan Kode Objek Pajak Berbeda

Pada tanggal 22 Januan 2020,(}PT BANGUN PERSADA JAYA Juga membayar

"MANFAAT sebesa.r Rp25 000 OOO 00

"Oleh karena kode ob_]ek pajak atas jasa 1nstal, i/ pemasangan mesm peralatan,
T'hstnk telepon air, gas, AC. dan/atau ™ Kabel ‘yarig d11akukan selam WP
konstruks1 (24—104 28) berbeda dengan kode objek: pajak atas nnbalan Jasa‘
fperawatan/perbmkan/ pemehharaan mesin, peralatan, 11str1k ‘telepon, -air,: gas,

AC dan TV kabel selain - oleh Wajlb Pajak konstruks1 (24 104—29), maka P’I“
'BANGUN 'PERSADA JAYA harus membuat "Bukti Pemotongan/ Pemungutan
‘Umﬁkas1 berbentuk dokumen kertas dengan nomor baru Benkut contoh
;pennc1annya AR IR S s ST A

Dt N

.

. Jems Bukti Pemotongan / Pemungutan PPh T1dak F1nal £
""Nomor Bukti Pemotongan / Pemungutan Un1ﬁkas1 1010000005
« Identitas Pihak yang Dlpotong/ Dlpungut PT ELEK RA MANFAATs
‘« Masa PaJak (mm- yyyy) .01- 2020 :
¢ Kode Objek PaJak ‘24 104- 28
e ;Dasar Perigenaan. PaJak 25 000:00
o Tatifi(%):2 - A
‘s PPh. yang Dlpotong / Dlpungu
. Dokumen Referen51 mv01c
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3. Penomoran atas formulir kertas terpisah dengan dokumen elektronik

Dimungkinkan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh kertas memiliki
Nomor Urut yang sama dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh
elektronik, namun berbeda di Kode Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh.

Contoh 2.6 Penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh formulir
kertas dan dokumen elektronik

PT BANGUN PERSADA JAYA yang berkedudukan di Jakarta pada tanggal
23 Februari 2019 menyewa tanah dan bangunan untuk digunakan
sebagai gudang dari PT ESTATE sebesar Rp210.000.000,00.

Karéna jumlah penghasilan yang dibayarkan ke PT ESTATE tersebut
nilainya lebih dari Rp100.000.000,00, maka PT BANGUN PERSADA JAYA
harus menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Februari 2020
secara elektronik sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1).

‘Dengan menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi, PT BANGUN PERSADA
JAYA pada tanggal 23  Februari = 2019 - menerbitkan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk elektronik dengan
nomor 2010000001 untuk diberikan kepada PT ESTATE.

Pada tanggal 15 Maret 2020, PT BANGUN PERSADA JAYA menyampaikan
'SPT Masa PPh dalam dokumen elektronik melalui Aplikasi e-Bupot.

Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang cii_bu‘at dengan Kode Seri
dan Nomor Seri 010000001 dilakukan 2 (dua) -kali oleh PT BANGUN
PERSADA JAYA, yaitu nomor 1010000001 di bulan Jé{nuari‘ 2020 untuk CV
TALENTA BERDIKARI dan nomor 2010000001 di bulan Februari 2020
untuk PT ESTATE. Hal tersebut dimungkinkan karena penomoran Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam dokumen kertas terpisah
dengan penomoran untuk Bukti Pér‘notongan /Pemungutan Unifikasi
elektronik. Perbedaan ada pada digit pertama yang merupakan kode
dokumen Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

4. Penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan yang telah memenuhi
syarat Penyampaian SPT secara elektronik di Pertengahan Masa Pajak

Apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh telah memenuhi persyaratan
untuk menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam suatu Masa Pajak,
maka dalam Masa Pajak tersebut Pemotong dan/atau Pemungut PPh
harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk
elektronik dan menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi dalam bentuk
dokumen elektronik melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Apabila di masa pajak tersebut Pemotong dan/atau Pemungut PPh telah
membuat Bukti Pemotongan dalan bentuk kertas, maka Pemotong
dan/atau Pemungut PPh menarik Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi berbentuk kertas dan menggantikannya dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi berbentuk elektronik kepada pihak
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yang dipotong atau pihak yang dipungut.

Contoh 2.7 Transisi Kewajiban Pembuatan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dan Penyampaian SPT Masa PPh
Unifikasi dari Dokumen Kertas ke Dokumen Elektronik

PT BANGUN PERSADA JAYA yang berkedudukan di Jakarta telah
menerbitkan Bukti Peinbtongan /Pemungutan Unifikasi pada Masa Pajak
Februari 2020 seperti - contoh 2.6, = telah membuat Bukti
Pemotohgan /Pemungutan Unifikasi dalam dokumen elektronik dengan
nomor 2010000001.

Karena kewajiban penyampaian SPT Masa Pajak Februari 2020 sudah
menggunakan  Aplikasi e-Bupot Unifikasi, maka seluruh = Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi di Masa Pajak Februari 2020 harus
dibuat dalam bentuk elektronik. Oleh  karenanya, atas Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat oleh PT BANGUN
PERSADA JAYA pada tanggal 1 — 23 Februari 2020 harus dibuatkan
kembali Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk
elektronik.

PT BANGUN PERSADA '~ JAYA harus menarik kembali Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk dokumen kertas dari
pihak yang dipotong/dipungut dan menggantikannya dergan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk dokumen elektronik
kepada pihak yang dipotong/dipungut.

5. Nomor dan Masa Pajak tidak berubah apabila terjadi perubahan
(edit)/penghapusan (delete)

Ketentuan perubahan (edif) atau penghapusan (delete) hanya terdapat
dalam Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Dalam hal terjadi perubahan/
penghapusan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar sebelum SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan:

a. atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang
diubah (edit), Nomor dan Masa Pajak Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar tetap sama (tidak berubah);

b. atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang
dihapus (delete), Nomor Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi
Berformat Standar tidak dapat digunakan kembali.

6. Nomor dan Masa Pajak tidak berubah apabila terjadi
Pembetulan/Pembatalan

Ketentuan Pembetulan atau Pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi dapat dilakukan dengan dokumen kertas maupun dokumen
elektronik. Apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh membetulkan atau
membatalkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat
dan disampaikan dalam SPT Masa PPh Unifikasi maka:

a. atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang
dibetulkan, Nomor dan Masa Pajak Bukti Pemotongan/Pemungutan
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Unifikasi Berformat Standar Pembetulan tetap sama (tidak berubah);

b. atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang
dibatalkan, Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar Pembatalan tidak dapat digunakan kembali dan tetap
tersimpan untuk dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi dalam
Masa Pajak tersebut.

2.2.2. Perubahan dan Penghapusan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
Berformat Standar

Perubahan (edit) atau Penghapusan (delete) Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar dapat dilakukan sebelum dilaporkan pada SPT
Masa PPh Unifikasi dengan mengikuti ketentuan sebagai berikut:

a. Perubahan (edit) atau Penghapusan (delete) hanya dapat dilakukan:
1) sebelum SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan; atau

2) sampai dengan tanggal 20 bulan berikutnya sejak berakhirnya masa
pajak sebagaimana tercantum pada Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar yang dibetulkan,

tergantung peristiwa yang terjadi terlebih dahulu.

b. Perubahan (edit) atau Penghapusan (delete) dapat dilakukan atas setiap
bagian pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar, kecuali untuk nomor dan Masa Pajak Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar. Dengan
demikian, dalam hal dilakukan perubahan, nomor Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tidak berubah.

c. Atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang
dihapus, nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan tidak dapat digunakan
untuk transaksi lain dan tidak muncul di SPT Masa PPh Unifikasi. Akan
tetapi pada Aplikasi e-Bupot Unifikasi, atas nomor tersebut tetap
ditampilkan di menu Aplikasi e-Bupot Unifikasi dengan status telah
dihapus.

d. Pemotong dan/atau Pemungut PPh Unifikasi harus memberikan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar hasil Perubahan
(edit) atau Penghapusan (delete) kepada pihak yang dipotong dan/atau
pihak yang dipungut.

Contoh 2.8 Perubahan (edit) Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
Berformat Standar

PT BANGUN PERSADA JAYA yang bertempat kedudukan di Jakarta pada tanggal
7 Maret 2020 membayar. bunga obligasi sebesar Rp20.000.000,00 kepada PT
NUSANTARA ‘MAKMUR. Pada tanggal 11 Maret 2020 membayar sewa. atas tanah
dan/atau bangunan sebesar Rp2.500.000,00 kepada. PT TANAH AIR
SEJAHTERA. Atas transaksi tersebut PT BANGUN PERSADA JAYA:

() melakukan pemotongan PPh Pasal 4 - ayat (2) .atas penghasilan
bunga/ diskonto - obligasi kepada PT .NUSANTARA MAKMUR sebesar
‘Rp2.000.000,00 dan ‘PPh Pasal 4 ayat (2) atas persewaan tanah’ dan/atau
bangunan sebesar Rp250.000,00; dan
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(i) membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi ‘Berformat = Standar
dengan nomor 2010000078 untuk bunga obligasi dan nomor 2010000079
untuk persewaan tanah dan/atau bangunan.

Pada tanggal 28 Maret 2020 diketahui ada kesalahan pembayaran sewa tanah
dan bangunan kepada PT TANAH AIR SEJAHTERA yang seharusnya sebesar
Rp25.000.000,00. Untuk itu, PT BANGUN PERSADA JAYA melakukan perubahan-
atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor
2010000079 dengan perincian sebagai berikut.

Bukti Bukti
Uraian Pemotongan/Pemungutan | Pemotongan/Pemungutan
' PPh yang diubah " PPh hasil Perubahan
Nomor 2010000079 2010000079
Pembetulan ke 0 0
Identitas - Pihak:| PT TANAH AIR PT TANAH AIR
yang Dipotong - SEJAHTERA . SEJAHTERA
Masa. Pajak (mm-|02-2020 ‘02-2020
yyyy)
Kode Objek Pajak | 28-403-01 28-403-01
Dasar Pengenaan | 2.500.000 25.000.000
Pajak
Tarif (%) 10 ‘10
PPh yang 250.000 2.500.000
Dipotong/Dipungut
Tanggal 11 Maret 2020 28 Maret 2020

Selanjutnya PT BANGUN PERSADA JAYA harus memberikan Bukti
Pemotongan /Pemungutan Unifikasi hasil perubahan kepada PT TANAH AIR
SEJAHTERA sesuai ketentuan.

2.2.3. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat

Standar

Apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh mengetahui adanya kesalahan
pengisian atas Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
yang telah dibuat dan telah dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi, maka
Pemotong dan/atau Pemungut PPh melakukan pembetulan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dengan
memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar dapat dilakukan setelah dilaporkan dalam SPT Masa PPh
Unifikasi.

b. Pembetulan dapat dilakukan dalam hal:
2) PPh kurang dipotong/dipungut;
3) PPh lebih dipotong/dipungut; dan/atau

4) terdapat kesalahan data/informasi atas setiap bagian pada Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar.

c. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar dapat dilakukan paling lambat dua bulan sejak diterbitkannya
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sepanjang atas jenis pajak
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dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan tindakan pemeriksaan.

d. Seluruh data Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar dapat dilakukan pembetulan kecuali untuk nomor dan masa
pajak pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar.

e. Nomor dan Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan
adalah sama dengan nomor pada Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar sebelum dibetulkan.

f. Tanggal pembetulan sesuai tanggal diterbitkannya = Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan.

g. Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar wajib dilaporkan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh dalam
SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan.

h. Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus memberikan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan
kepada pihak yang dipotong dan/atau pihak yang dipungut.

Contoh 2.9 Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh
Karena Kurang Dipotong/Dipungut

Setelah ' melaporkan 'SPT Masa PPh Unifikasi sebagaimana pada contoh 2.5,
PT BANGUN PERSADA JAYA pada tanggal 25 Maret 2020 menerima koreksi
tagihan atas jasa instalasi/pemasangan unit AC. dari PT ELEKTRA MANFAAT
dimana semula tertulis sebesar Rp25.000. 000,00 tetapi seharusnya sebesar
Rp25.500.000,00.

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1), ayat (2), dan ayat (4), PT BANGUN PERSADA
JAYA terlebih dahulu harus membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
Berformat Standar Pembetulan atas .Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi
Berformat Standar nomor 1010000005 dengan perincian sebagai- ‘berikut.

Bukti : © " -Bukt
Uraian Pemotongan /Pemungutan. | Pemotongan/Pemungutan
'PPh'yang dibetulkan :PPh Pembetulan
Nomor ‘1010000005 1010000005 ‘
Pembetulan ke 0o ! 5 -

Identitas Pihak yang | PT ELEKTRA MANFAAT | -PT ELEKTRA MANFAAT
Dipotong ' '

'Masa Pajak (mm-| 01-2020 .01-2020-
-Yyyy)

Kode Objek Pajak - [24-104-28 .24-104-28
Dasar Pengenaan | 25.000.000 25.500.000
Pajak

Tarif (%) 2 2

PPh yang | 500.000 510.000
Dipotong/Dipungut .

Tanggal R 22 Januari 2020 .25 Maret 2020

Karena pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
tersebut juga mengakibatkan jumlah PPh Pasal'23 yang harus dipotong menjadi
lebih besar, sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (6) maka PT BANGUN PERSADA
JAYA melunasi kekurangan bayar PPh Pasal ‘23 sebesar Rp10.000,00 ke kas
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negara.

Selanjutnya, PT BANGUN 'PERSADA JAYA harus menyampaikan Bukti
Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan . kepada'
PT ELEKTRA MANFAAT. ‘Selain itu, PT BANGUN PERSADA JAYA wajib
menyampaikan pembetulan ‘SPT Masa PPh Unifikasi- untuk’ Masa PaJak Januari
2020 dalam bentuk dokumen kertas, karena ‘pada ‘Masa Pajak Januari: 2020
PT BANGUN PERSADA JAYA masih menggunakan dokumen kertas:

Contoh 2.10 Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Karena
Lebih Dipotong

PT BANGUN PERSADA JAYA juga menerima komplain. dari
CV TALENTA BERDIKARI sehubungan ‘dengan kesalahan pengisian Bukti
Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar nomor 1010000001
(contoh 2.1).

Dalam suratnya, CV TALENTA BERDIKARI menyatakan bahwa biaya jasa
manajemen 'yang ditagih - ke PT BANGUN PERSADA JAYA semestinya hanya
sebesar - RpS5. 000.000,00 bukan sebesar Rp15.000.000,00 sebagaimana
tercantum pada Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
yang: d1kenakan Pasal 23 dengan nomor 10 10000001

Sesuai ketentuan Pasal'13.ayat. (1) huruf a, PI‘ BANGUN- PERSADA JAYA terlebih
dahulu: harus membuat Bukt1 Pemotongan /Pemungutan Umfika31 Berformat
Standar Pembetulan dengan peritician sebagai berikut:- ‘

- Buki - . . ¢ Bukti
Uraian Pemotongan/ Pemungutan‘| Pemotongan /Pemungutan
. ‘PPh yang dibetulkahi"‘ >~ PPhPembetulan
Nomor 101000000 1 . 10 1000000 1.
Pembetulan ke. o' S 2

Identitas Pihak yang Ccv TALENTA BERDIKARI CV TALENTA BERDIKARI
Dipotong/Dipungut E

Masa Pajak (mm- '01-2020 : "01-2020
yyyy) . ,

Kode Objek Pa_]ak . |24-104-02 ’ 24-104-02
Dasar Pengenaanr 15.000.000 - 5.000.000
Pajak

Tarif (%) 2 25,

PPh yang "300.000 < 1100.000
Dipotong/ D1pungut i

Tanggal =~ ‘4’ Januari 2020 . .25 Maret 2020

Pembetulan Bukt1 Pemotongan /Pemungutan Un1ﬁkas1 Berformat Standar
tersebut menyebabkan kelebihan potong sebagai berikut:

PPh yang telah dipotong/dipungut : ‘Rp300.000,00
PPh vang seharusnya dipotong/dipungut b -Rp100.000.,00 ()
PPh lebih dipotong/dipungut d Rp200.000,00

PT. BANGUN PERSADA JAYA melaporkan SPT'Masa PPh. Un1ﬁkas1 Pembetulan.
Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (7) atas 'kelebihan tersebut dapat diajukan
permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang ke KPP sesuai’
ketentuan yang berlaku.
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Contoh 2.11 Pembetulan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
Karena Salah NPWP

Pada tanggal 15 April 2020, PT BANGUN PERSADA JAYA menyadari adanya
kesalahan  pengisian NPWP pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
Berformat Standar nomor 2010000098 atas nama PT BERSIH CEMERLANG yang
telah dibuatkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi pada tanggal 27 Maret
2020.

Kesalahan pengisian NPWP terjadi karena PT BANGUN PERSADA JAYA salah
memasukkan NPWP- PT BERSIH CEMERLANG (NPWP 01.123.456.8-603.000)
dimana seharusnya adalah NPWP CV SEJAHTERA BERSAMA (NPWP
01.123.457.7-603.000).

Sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (2), PT BANGUN PERSADA JAYA masih dapat
membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat -Standar
Pembetulan atas Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh nomor 2010000098
dengan perincian sebagai berikut:

Bukti ! Bukti
Uraian Pemotongan /Pemungutan | Pemotongan/Pemungutan
PPh yang dibetulkan - PPh-Pembetulan.

Nomor 2010000098 2010000098 -
Pembetulan ke 0 1
Identitas Pihak yang | PT BERSIH CEMERLANG | CV SEJAHTERA BERSAMA
Dipotong/dipungut
‘NPWP 101.123.456.8-603.000°  |.01.123:457.7-603.000
Masa Pajak’ 02-2020 02-2020°
(mm-yyyy)
Kode Objek Pajak 24-104-17 24-104-17
Dasar Pengenaan °20.000.000 20.000.000
Pajak
Tarif (%) d2 2 -
PPh yang 400.000 : *400:000
Dipotong/Dipungut
Tanggal 27 Maret 2020 15 April 2020

PT BANGUN PERSADA JAYA selaku Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus
memberikan Bukti Pemotongan/ Pemungutan_. 'Unifikasi Pembetulan ke
CV SEJAHTERA BERSAMA. Selain itu, PT BANGUN.- PERSADA JAYA juga harus
membuat surat = pemberitahuan perihal kesalahan pembuatan Bukti
Pemotongan /'Pe_mungutén Unifikasi ke PT BERSIH CEMERLANG.

‘Selanjutnya PT'BANGUN PERSADA JAYA ,melépdfkan' Pembetulan SPT Masa PPh
Unifikasi untuk Masa Pajak Februari 2020 melalui Aplikasi‘e-Bupot Unifikasi.

2.2.4. Pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar

Apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh melakukan pembatalan atas
transaksi yang telah dibuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
Berformat Standar, dan telah dilaporkan di SPT Masa PPh Unifikasi, maka
Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus melakukan pembatalan Bukti
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Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dengan
memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Bukti Pemotongan/Pemungutan  Unifikasi Berformat  Standar

Pembatalan dapat dibuat dalam hal transaksi yang terutang PPh benar
telah dibatalkan.

b. Pembatalan dapat dilakukan paling lambat dua bulan sejak
diterbitkannya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sepanjang atas
jenis pajak dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

c. Nomor dan Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan
adalah sama dengan nomor pada Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi sebelum dibatalkan.

d. Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus mengisi kolom “Jumlah
Penghasilan Bruto” dan kolom “PPh yang Dipotong/Dipungut/DTP”
dengan nilai nol (“0”). Selain kedua kolom tersebut, kolom diisi dengan
data sebagaimana terdapat pada Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar yang dibatalkan.

e. Tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
Pembatalan adalah sesuai tanggal dibuatkannya pembatalan tersebut.

f. Pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar wajib dilaporkan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh dalam
SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan.

g. Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus memberikan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan
kepada pihak yang dipotong dan/atau pihak yang dipungut.

Contoh 2.12 Pembatalan Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh
Berformat Standar

PT BANGUN PERSADA JAYA membuat kesepakatan dengan PT MERAH PUTIH'
untuk membuat baliho promosi produknya dengan nilai kontrak sebesar
‘Rp100.000.000,00 yang dibayar dalam 3 {tiga) kali angsuran, yaitu:

e 30% atau Rp30.000.000,00 dibayar pada tanggal 29 Maret 2020;
* 30% atau Rp30.000.000,00 dibayar pada tanggal 25 April 2020; dan
* "sisanya akan dibayar pada tanggal 20 Mei 2020.

Atas pembayaran sebesar Rp30.000.000,00 pada tanggal 29 Maret 2020,
PT BANGUN PERSADA JAYA membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi |
‘Berformat Standar dengan nomor 2010000145, Bukti Pemotongan/Pemungutan
'Unifikasi Berformat Standar tersebut telah dilaporkan di SPT Masa PPh Umfikas1
‘'untuk Masa Pajak Maret 2020.

Menjelang ' pembayaran kedua, PT BANGUN PERSADA JAYA mengajukan’
komplain ke PT MERAH PUTIH karena baliho yang dipesan tidak sesusi dengan’
kesepakatan. PT BANGUN PERSADA JAYA memutuskan untuk membata]kan;
kontrak serta meminta agar semua biaya yang telah dibayarkan untuk
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‘dikembalikan. - S HE S

‘Sesuai ketentuan di Pasal 13 ayat (1) huruf b, PT BANGUN PERSADA JAYA
terlebih dahulu harus membuat® Bukt1 Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Berformat Standar Pembatalan atas Bukti Pemotongan /Pemungutan Umﬁkasf
‘Berformat Standar nomor 20 10000 145 dengan perincian sebagai benkut i

Buki . i Bukti
Uraian  Pemotongan/Pemungutan Pemotongan/ Pemungutan ;
.PPh Yang Dibatalkan' PPh Pembatalan
Nomor 2010000145 2010000145
Identitas Pihak | PT MERAH PUTIH PT MERAH PUTIH
‘yang
‘Dipotong/Dipungut
Masa Pajak (mm--|'06-2020 06-2020
yyyy) IR
"Kode Objek Pajak | 24-104-23 "24-104-23
| Dasar Pengenaan | 36:000.000 0
PaJak
Tarif (%) 2 2
PPh yang 720.000 0
dipotong/dipungut
‘Tanggal .29 Maret 2020 125 April 2020

PT BANGUN PERSADA JAYA selaku Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus!
memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Pembatalan ke’
PT MERAH PUTIH. &

PT BANGUN PERSADA JAYA melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi pembetulan '
‘melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi. Karena  pembatalan Bu-ktl_f
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar pada contoch di atas
menyebabkan kelebihan pembayaran pajak, maka sesuai ketentuan Pasal 13
‘ayat(7) atas keleb:han pajak tersebut dapat diajukan permohonan pengembalian A
pajak yang seharusnya tidak terutang ke KPP sesuai ketentuan yang: berlaku. :

2.2.5. Penambahan Bukti
Standar

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat

Dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut PPh tersebut menyadari adanya
transaksi yang seharusnya dipotong/dipungut PPh tetapi belum dilakukan
pemotongan atau pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
Berformat Standar, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh tersebut dapat
melakukan pembuatan Bukti Pemotongan /Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar tambahan. Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
Berformat Standar dapat dilakukan dalam hal Pemotong dan/atau
Pemungut PPh telah melaporkan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak
tersebut.

Beberapa ketentuan penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
Berformat Standar adalah sebagai berikut:

a. Nomor Urut yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar tambahan adalah nomor lanjutan dari
nomor terakhir Bukti Pemotongan/Pemungutan yang dibuat oleh
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Pemotong/Pemungut  PPh. Dalam hal penambahan  Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tersebut terjadi
di tahun-tahun berikutnya, maka Nomor Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah lanjutan dari Nomor Urut
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang
terakhir diterbitkan di tahun terjadinya transaksi.

b. Masa Pajak yang dicantumkan dalam Bukti Pemotongan/Pemungutan
Berformat Standar tambahan adalah Masa Pajak terjadinya transaksi
yang terutang PPh.

c. Tanggal yang dicantumkan pada Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar tambahan adalah tanggal saat dibuatnya
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar tambahan.

d. Penambahan dapat dilakukan sepanjang SPT Masa PPh Unifikasi masih

dapat dilakukan pembetulan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang
berlaku.

e. Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar wajib dilaporkan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh dalam
SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan.

f. Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus memberikan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar kepada pihak
yang dipotong dan/atau pihak yang dipungut.

Contoh 2.13 Penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Berformat
Standar di tahun yang sama

PT BANGUN PERSADA JAYA yang bertémpat kedudukan.di Jakarta telah
‘menyampaikan SPT Masa PPh Unifikasi untuk Masa Pajak Februari 2020 pada.
tanggal 15 Maret 2020 melalui Aphkasa e-Bupot Unifikasi, Pada tanggal 2
Agustus 2020, bagian keuangan PT BANGUN PERSADA JAYA menyadari adanya
transaksi pembayaran imbalan jasa penerjemah ke PT SAKHA sebesqri
Rp9.000.000,00 yang dibayarkan:pada tanggal 12 Februari 2020 ternyata belum |
-dibuatkan Bukti' Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Asumsi bahwa tarif PPh Pasal 23 atas imbalan jasa penerjemah yang berlakusaat
terjadinya transaksi adalah sebesar 2% dari jumlah bruto. Atas transaksi
tersebut, PT BANGUN PERSADA JAYA harus membuat Bukti Pemotongan/"
«Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang baru.

Nomor yang diberikan pada Bukt Pemotongan / Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar tambahan - dilakukan oleh Pemotong dan /atau Pemungut PPh sesuai
’ketentuan penomoran. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
'Standar sebagaimana i diatur pada butir B.2.1. Misalkan nomor urut terakhir di
bulan Agustus 2020 adalah 2010000567, maka nomor selanjutnya untuk
.penambahan adalah 20 10000568 dengan rincian sebagai berikut.

‘Jenis Bukti Pemotongan /Pemungutan: PPh Tidak Final

Nomor Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi: 2010000568
Identitas WP yang Dipotong/ Dlpungut PT SAKHA

Masa Pajak (mm-yyyy): 02- 2020

Kode Objek Pajak: 24-104-56 .-

Dasar, Pengenaan Pajak: 9.000.000




- Tarif (%): 2 iw R AR

- PPh yang D1potong/ Dxpungut 180 000

Dokumen Referensi: invoice 143 /! 5874-15 / 20 tanggal 2 Agustus 2020
‘Tanggal: 02 Agustus 2020. ;.. ...

2.2.6. Pemberian dan Pelaporan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

2.3.

Berformat Standar

Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus memberikan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar kepada pihak yang
dipotong dan/atau pihak yang dipungut. Dalam hal dibuat tambahan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar, Pemotong dan/atau
Pemungut PPh harus memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
Berformat Standar kepada pihak yang dipotong dan/atau dipungut.
Ketentuan ini juga berlaku dalam hal perubahan, penghapusan,
pembetulan, dan pembatalan.

Pemberian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi melalui Aplikasi
e-Bupot Unifikasi dapat dilakukan dengan cara mengirim surel (email) atau
dengan cara mencetak dan memberikan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi.

Cetakan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar harus
memuat data dan informasi sesuai dengan Pasal 6 ayat (6) sekurang-
kurangnya memuat:

PPh yang dipotong/dipungut;

dokumen referensi;

kode verifikasi,

data dan informasi lain yang  terkait dengan bukti
pemotongan/pemungutan Unifikasi, seperti SKB, Surat Keterangan
Dikenai Pajak Penghasilan berdasarkan PP 23 Tahun 2018, SKD WPLN,
dan dokumen yang dijadikan dasar pemotongan/pemungutan; dan

l. identitas Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

a. jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi;
b. nomor Bukti pemotongan/Pemungutan Unifikasi;
c. identitas pihak yang dipotong berupa NPWP/NIK/TIN, nama dan alamat;
d. masa pajak;

e. kode objek pajak;

f. dasar pengenaan pajak;

g. tarif;

h.

1.

]

k.

Pelaporan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dilaporkan melalui SPT
Masa PPh Unifikasi dan disampaikan dengan menggunakan formulir kertas
atau dokumen elektronik melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi merupakan salah satu jenis Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi yang format standarnya tidak diatur dalam Peraturan Direktur
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Jenderal Pajak ini. Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat berupa dokumen-dokumen
tertentu atau media lainnya yang lazim digunakan dalam dunia usaha.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi dalam bentuk dokumen-dokumen lain hanya digunakan untuk
transaksi:

a. Bunga deposito/tabungan, diskonto SBI dan Jasa Giro;
b. Bunga/Diskonto Obligasi dan Surat Berharga Negara; dan
c. Transaksi penjualan saham, meliputi:

- Saham pendiri;

- Bukan saham pendiri;

- Saham milik Perusahaan Modal Ventura.

Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi tidak dibuat menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi tetapi

dihasilkan oleh sistem yang dimiliki oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh
sendiri.

Sekalipun demikian, dalam rangka tertib administrasi pembuatan Dokumen
yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi,
Pemotong dan/atau Pemungut PPh wajib memuat nomor pada dokumen
lain yang dipersamakan dengan mengikuti standar yang ditetapkan dalam
Peraturan Direktur Jenderal ini.

Contoh Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Contoh dokumen atau media lain yang dapat dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat berupa:

a. buku tabungan,

rekening koran,

rekening efek,

rekening kustodian, dan

dokumen lain yang setara baik kertas maupun elektronik.

oo g

Pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Standar pembuatan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah sebagaimana diatur dalam
uraian di bawah ini.

1. Penomoran Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Penomoran pada Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi mengikuti format penomoran dalam
sistem yang dimiliki oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh, seperti
sistem Enterprise Resources Planning (ERP), core banking system, atau
sistem lainnya. Dalam hal Pemotong dan/atau Pemungut PPh membuat
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar dan
Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi, penomoran pada Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
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Pemotongan/Pemungutan Unifikasi diberikan secara terpisah dengan
penomoran pada Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar.

2. Pengisian data dan informasi dalam Dokumen yang Dipersamakan
dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi harus memuat data dan informasi sekurang-kurangnya berupa:
a. nama pihak yang dipotong/dipungut;
b. nomor unik; dan
c. pajak penghasilan yang dipotong/dipungut.
Apabila tidak memenuhi persyaratan tersebut, maka Pemotong dan/atau
Pemungut PPh dianggap tidak membuat Dokumen yang Dipersamakan
dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.
Data dan informasi lain dapat disertakan dalam dokumen tersebut sesuai
dengan kebutuhan Pemotong dan/atau Pemungut PPh dan pihak yang
dipotong/dipungut.

Contoh 2.14 Data dan informasi pada Dokumen yang Dipersamakan
dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

PT ADIL TRANSPARAN menyimpan deposito di Bank DANA BANGSA dengan'
nilai deposito sebesar Rp1.000.000.000,00 dengan bunga sebesar’
Rp5.000.000,00 setiap bulannya. Selain itu, PT ADIL - TRANSPARAN juga’
memiliki dua akun tabungan yang masing-masing memiliki saldo - rata-rata’
harian senilai Rp2:500.000.000,00 dan Rp1.000.000.000,00 setiap bulannya.
-Diasumsikan bunga atas tabungan tersebut adalah 0,8% per bulan. ;
Selain itu, PT ADIL TRANSPARAN juga memiliki rekening giro dan mendapat
jasa giro senilai Rp5.000.000,00. '

Atas transaksi tersebut, Bank DANA BANGSA harus membuat Dokumen yang:
dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi setiap.
bulannya. Untuk Masa Pajak April 2020, data dan informasi minimal yang
harus tercantum dalam dokumen atau media untuk setiap objek pemotongan
adalah sebagai berikut:

~_§1

a. bunga deposito (Rp5.000.000,00):
o Nomor: DN/DPS/103089
¢ Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ADIL TRANSPARAN
¢ PPh yang Dipotong: 100.000

b. bunga-tabungan (Rp20.000.000,00):
e ‘Nomor: DN/TAB/385548
-o Identitas Pihak yang Dipotong/ Dlpungut PT ADIL TRANSPARAN:
o ‘PPh yang Dipotong: 4.000.000

c. jasa giro'(Rp5.000.000,00):
e Nomor: DN/DPS/ 103089
¢ Identitas pihak yang Dipotong/Dipungut: PT ADIL TRAN SPARAN
e PPh yang Dipotong: 100.000

.d. bunga tabungan (Rp8.000.000 00)
¢ Nomor: DN/DPS/103089
o Identitas Pihakyang Dlpotong/ Dipungut: PT ADIL TRANSPARAN
e PPh yang D1potong 1.600.000
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2.3.3. Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh mengetahui adanya kesalahan
dalam Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat dan telah dilaporkan
di SPT Masa PPh Unifikasi, maka Pemotong dan/atau Pemungut PPh
Unifikasi melakukan pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan memperhatikan beberapa
hal sebagai berikut:

a. Pembetulan Dokumen  yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan paling lambat dua
bulan sejak diterbitkannya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi
sepanjang atas jenis pajak dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan
tindakan pemeriksaan.

b. Pembetulan Dokumen yang  Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan dalam hal (i) PPh
kurang dipotong; (i) PPh lebih dipotong; dan/atau (iii) terdapat
kesalahan data/informasi di suatu atau beberapa bagian pada Dokumen
yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

c. Dalam hal terdapat Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan
Bukti Pemotongan/Pemungutan  Unifikasi yang menyebabkan
perubahan jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan jumlah Pajak
Penghasilan (PPh) atas objek pajak tersebut, maka Pemotong dan/atau
Pemungut PPh wajib melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi
untuk masa pajak dimana kesalahan terjadi.

Contoh 2.15 Pembetulan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Diketahui bahwa Bank DANA BANGSA (pada contoh B.14) telah melaporkan SPT
:Masa PPh Unifikasi Masa Pajak April 2020. Pada 22 Mei 2020 diketahui adanya’
error pada sistem yang menyebabkan kesalahan nilai deposito PT ADIL
TRANSPARAN, tertulis Rp2.500.000.000,00 padahal seharusnya senilai
‘Rp3.500.000.000,00 (Contoh B.14). Hal ini menyebabkan perubahan pada total
Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan Pajak Penghasilan (PPh) atas bunga deposito
yang ditempatkan di dalam negeri.

‘Sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat (2), bahwa batas akhir pembetulan Bukti |
'Pemotongan/Pemungutan Unifikasi adalah dua bulan sejak diterbitkannya Bukt.
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, maka Bank DANA BANGSA masih dapat’
melakukan pembetulan: Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti.

Pemotongan /. Pemungutan Unifikasi dan memberikannya kepada PT ADIL
TRANSPARAN.

V"Kekurangan setoran pajak akibat kesalahan tersebut harus disetor.. Sela.njutny L

‘Bank DANA BANGSA melakukan pembetula.n SPT Masa PPh Unifikasi Masa’
pajak April 2020 dengan nilai DPP dan PPh yang benar.
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2.3.4. Pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh melakukan pembatalan atas
transaksi yang telah dibuat Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, maka Pemotong dan/atau Pemungut
PPh Unifikasi melakukan pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dengan memperhatikan beberapa
hal sebagai berikut:

a. Pembatalan dapat dilakukan paling lambat dua bulan sejak
diterbitkannya Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi sepanjang atas
jenis pajak dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

b. Pembatalan dapat dilakukan dalam hal transaksi benar dilakukan
pembatalan.

c. Dalam hal terdapat Pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan
Bukti Pemotongan/Pemungutan  Unifikasi yang menyebabkan
perubahan jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) dan jumlah Pajak
Penghasilan (PPh) atas objek pajak tersebut, maka Pemotong dan/atau
Pemungut PPh wajib melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi
untuk masa pajak dimana kesalahan terjadi.

Contoh 2.16 Pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

‘Diketahui bahwa Bank DANA BANGSA telah melapotkan SPT Masa PPh.
'Unifikasi Masa Pajak Mei 2020 pada tanggal 18 Juni 2020. Pada 25 Juni 2020,
Bank DANA BANGSA melakukan pembaharuan sistem pada aplikasi
perbankannya hingga menyebabkan terjadinya kesalahan pembuatan Dokumen:
yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, salah
satunya di bulan Mei atas pemberian bunga tabungan PT ADIL TRANSFARAN
yang terdebet dua kali sehingga menyebabkan PPh yang dipotong atas bunga-
bank tersebut juga dilakukan dua kali.

Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, maka Bank DANA BANGSA
melakukan pembatalan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukt1
Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi atas pendebetan PPh pada ‘bunga bank PT:
ADIL TRANSPARAN. Bank DANA BANGSA juga melakukan pembetulan SPT"
‘Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Mei 2020 dengan memasukkan nilai DPP dan
PPh yang benar. o

Kelebihan setoran pajak akibat pembatalan Dokumen yang ‘Dipelzsamakaﬁ“
dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tersebut, sesuai ketentuan.
Pasal 13 ayat (7), diajukan permohonan pengembalian pajak yang seharusnya.
‘tidak terutang ke KPP sesuai ketentuan yang berlaku.

2.3.5. Penambahan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh menyadari adanya transaksi
yang seharusnya dipotong PPh tetapi belum dilakukan
pemotongan/pemungutan atau pembuatan Dokumen yang Dipersamakan
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dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi, maka Pemotong
dan/atau Pemungut PPh tersebut dapat melakukan pembuatan Dokumen
yang Dipersamakan dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi baru
dengan mengikuti ketentuan penambahan sebagai berikut:

a. Penambahan Dokumen yang Dipersamakan dengan = Bukti
Pemotongan /Pemungutan Unifikasi dapat dilakukan sepanjang atas
jenis pajak dan Masa Pajak tersebut belum dilakukan tindakan
pemeriksaan.

b. Masa Pajak yang dicantumkan dalam Dokumen yang Dipersamakan
dengan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi tambahan adalah
Masa Pajak terjadinya transaksi yang terutang PPh.

c. Penambahan yang menyebabkan perbedaan jumlah Penghasilan Bruto
dan jumlah PPh yang seharusnya disetor sehingga Pemotong dan/atau
Pemungut PPh harus melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi
pada masa pajak terjadinya penambahan tersebut.

Pemberian Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi

Sepanjang data dan informasi yang dimuat dalam dokumen tertentu telah
memenuhi persyaratan dan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah diberikan kepada pihak yang
dipotong/dipungut, Pemotong dan/atau Pemungut PPh dianggap telah
memberikan Dokumen yang Dipersamakan dengan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi kepada pihak yang dipotong/dipungut.

SPT MASA PPh UNIFIKASI

Pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi di Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut
PPh yang menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi adalah sebagai berikut.

1. Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang telah
dibuat tersaji secara otomatis pada draft SPT Masa PPh Unifikasi masa
pajak terjadinya transaksi dengan melakukan “posting Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar”.

2. Pemotong dan/atau Pemungut PPh memastikan jumlah PPh yang disetor:

a. memiliki jumlah yang sama dengan jumlah PPh yang telah dipotong
dan/atau dipungut.

b. memiliki Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS) yang
sesuai dengan Kode Akun Pajak (KAP) dan Kode Jenis Setoran (KJS)
atas PPh yang telah dipotong/dipungut.

3. Pemotong dan/atau Pemungut PPh memasukkan Nomor Transaksi
Penerimaan Negara (NTPN) yang tertera dalam SSP atau Bukti
Penerimaan Negara (BPN); atau memasukkan nomor Bukti
Pemindahbukuan yang tercantum dalam Bukti Pbk.
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4. Aplikasi e-Bupot Unifikasi akan memvalidasi NTPN dan Nomor Bukti
Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada poin 3.

5. Pemotong dan/atau Pemungut PPh harus memastikan SPT Masa PPh
Unifikasi telah diisi dengan lengkap, benar, dan jelas serta ditandatangani
secara elektronik sebelum disampaikan.

Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi di Aplikasi e-Bupot Unifikasi

Beberapa hal yang harus diperhatikan oleh Pemotong dan/atau Pemungut
PPh yang menggunakan Aplikasi e-Bupot Unifikasi dalam penyampaian SPT
Masa PPh Unifikasi adalah sebagai berikut.

1. SPT Masa PPh Unifikasi disampaikan melalui Aplikasi e-Bupot Unifikasi
menggunakan sertifikat elektronik. Pemotong dan/atau Pemungut PPh
perlu mempersiapkan file Sertifikat Elektronik dan passphrase.

2. Atas penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi melalui Aplikasi e-Bupot
Unifikasi, Pemotong dan/atau Pemungut PPh akan mendapatkan Bukti
Penyampaian Elektronik (BPE) yang merupakan bukti (tanda terima)
penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi sesuai dengan ketentuan
perpajakan yang berlaku.

3. Nilai PPh terutang dalam BPE mencerminkan nilai total PPh yang telah

dipotong/dipungut sebagaimana tercantum pada baris 12 Induk SPT
Masa PPh Unifikasi.

4. Dokumen  elektronik SPT Masa PPh Unifikasi dan  Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi akan tersimpan dalam akun
Pemotong dan/atau Pemungut PPh dalam jangka waktu sesuai dengan
ketentuan mengenai daluwarsa dalam perundang-undangan perpajakan.

5. SPT Masa PPh Unifikasi dapat dicetak oleh Pemotong dan/atau Pemungut
PPh sesuai keperluan/kepentingan pengguna Aplikasi e-Bupot Unifikasi.

Keterlambatan Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi
Sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi dikenakan

atas setiap jenis pajak yang terlambat dilaporkan pada SPT Masa PPh
Unifikasi.

Contoh 3.1 Pengenaan Sanksi Keterlambatan Penyampaian SPT Masa
PPh Unifikasi

' PT ANEKA KARYA telah melaporkan SPT- Masa ‘PPh Unifikasi- dengan rincian |

sebaga1 berikut:

la. SPT Masa- PPh Umﬁkas1 Masa Pajak Februari' 2020 d1sampa1kan pada 25 Maret '
2020 dengan pembayaran PPh terutang dﬂakukan pada. tanggal 8 Maret 2020 |
dengan nilai: SAT
- PPh Pasal 4 ayat (2) Rp9 000 OOO 00 n
- PPh Pasal 15: Rp0,00: : f
- PPh Pasal 22: Rp2. 500.000,00 . ' ‘
- PPh Pasal 23: Rp25 .000.000,00
- PPh Pasal 26:. RpO 00
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SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Februari' terlambat’ disampaikan oleh |
PT ANEKA KARYA. Atas keterlambatan tersebut, PT ANEKA KARYA diberikan
STP PPh Pasal 4 ayat (2), STP PPh Pasal 22, dan STP PPh Pasal 23 dengan |
masing-masing STP sebesar Rp100.000,00. Total- sanksi- keterlambatan yang
harus dibayarkan oleh PT ANEKA KARYA untuk Masa Pajak Februari 2020 |
adalah Rp300.000,00.

b. SPT Masa' PPh Unifikasi Masa ‘Pajak Maret 2020 telah ‘disampaikan pada |
15 April 2020 dengan pembayaran PPh. terutang dilakukan pada-tanggal |
5 April 2020 dengan nilai:.

- PPh Pasal 4 ayat'(2): Rp0,00

- PPh Pasal 15: Rp0,00

- PPh Pasal 22: Rp1.500.000,00

- PPh Pasal 23: Rp0,00

- PPh Pasal 26: Rp0,00

Pada tanggal 5.Mei 2020 SPT Masa PPh tersebut dilakukan pembetulan da.n
dilaporkan melalui Aplikasi e- Bupot Umﬁka51 dengan rincian nilai: -
- PPh Pasal 4 ayat (2); Rp40.000.000,00- !
- PPh Pasal 15; - Rp0,00

- PPhPasal 22: Rpl. 500 000,00’

- PPh Pasal 23:‘Rp5.000.000,00

- PPh Pasal 2_6. Rp0,00

SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Maret 2020-yang berstatus normal yang |
dilaporkan dengan tepat waktu oleh PT ANEKA KARYA dengan melaporkan |
pemotongan/pemungutan PPh atas Pasal 22. Pada 5 Mei 2020, PT ANEKA |
KARYA melaporkan penambahan: Bukti Pemotongan/ Pemungutan Unifikasi |
atas pemotongan/ pemungutan PPh .yang belum dllaporkan di SPT PPh
Unifikasi berstatus normal atas:PPh Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 23. |

Dengan demikian, -PPh Pasal 4. ayat (2) dan Pasal 23 dlanggap terlambat |

dilaporkan:dan d1kenakan sanksi atas keterlambatan penyampaian SPT" Masa r
PPh Umﬁkas1 KPP menerbltkan STP PPh Pasal 4 ayat (2) dan SPT PPh Pasal 23.|

‘dengan masmg-masmg STP sebesar Rp100 000, OO seh1ngga total sanksi |

keterlambatan yang harus: dlbayarkan oleh. PT ANEKA KARYA untuk Masa |

Pajak April 2020 adalah Rp200.000,00.

3.4. Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi
Pemotong dan/atau Pemungut PPh dapat melakukan pembetulan atas SPT
Masa PPh Unifikasi yang telah disampaikan dengan memperhatikan
beberapa hal sebagai berikut.

1. Pemotong dan/atau Pemungut PPh dengan kemauan sendiri dapat
membetulkan SPT Masa PPh Unifikasi untuk satu atau beberapa jenis
pajak dalam SPT Masa PPh Unifikasi, yang telah disampaikan dengan
menyampaikan pernyataan tertulis, dengan syarat Direktur Jenderal
Pajak belum menyampaikan:

a. surat pemberitahuan Pemeriksaan; atau
b. surat pemberitahuan Pemeriksaan Bukti Permulaan secara terbuka,
kepada Wajib Pajak, wakil, kuasa, pegawai, atau anggota keluarga
yang telah dewasa dari Wajib Pajak.
2.Pernyataan tertulis dalam pembetulan SPT Masa Unifikasi PPh tersebut
dilakukan dengan cara memberi tanda pada tempat yang telah disediakan
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dalam SPT yang menyatakan bahwa Pemotong dan/atau Pemungut PPh
yang bersangkutan membetulkan SPT.

3.Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi dilakukan dengan ketentuan sebagai
berikut:

a. Terhadap jenis pajak dan masa pajak yang termasuk dalam SPT Masa
PPh Unifikasi yang telah disampaikan surat pemberitahuan
pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti
permulaan tidak dapat dilakukan pembetulan;

b. Terhadap jenis pajak dan masa pajak yang termasuk dalam SPT Masa
PPh Unifikasi yang belum disampaikan surat pemberitahuan
pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti
permulaan dapat dilakukan pembetulan; dan

c. Dalam hal dalam satu SPT Masa PPh Unifikasi terdapat satu atau
beberapa jenis pajak yang telah disampaikan surat pemberitahuan
pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan bukti
permulaan, maka yang dapat dilakukan pembetulan SPT Masa PPh
Unifikasi hanya atas jenis pajak yang belum disampaikan surat
pemberitahuan pemeriksaan atau surat pemberitahuan pemeriksaan
bukti permulaan.

Contoh 3.2 Pembetulan atas Salah Satu Jenis Pajak pada SPT Masa
PPh Unifikasi yang telah Disampaikan Surat Pemberitahuan
Pemeriksaan

PT ANEKA KARYA telah melakukan pelaporan SPT Masa PPh Unifikasi Masa |
' Pajak Mei 2020. Pada bulan Juli 2022, baru diketahui adanya transaksi yang |
belum dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi Masa Pajak Mei 2020 |
| tersebut. Atas jasa manajemen kepada PT KREATIVA pada tanggal 10 Mei

' 2020 sebesar Rp20.000. OOO 00 ‘belum dibuatkan Bukti Pemotongan/ |
' Pemungutan Unifikasi.

| Diketahui bahwa KPP terf;pngT ANEKA KARYA terdaftar telah menerbitkan |

| Surat Pemberitahuan Pemeriksaan atas: v '
- jenis pajak PPh Pasal 4 ayat (2) Masa Pajak Mei 2020 pada Januari 2022; |

| dan :
- jenis pajak PPh ’P’a'.sal 22 ’Masa Péj‘a'k‘Mei‘ '2020fpa'da Februari 2022.

Diketahui nomor terakhir Bukti Pemotongan/ Pemungutan . Unifikasi untuk |
' tahun pajak 2020 ialah 2020000895.

Mengingat Surat Pemberitahuan Pemeriksaan untuk Masa Pajak Mei 2020 |
tersebut hanya atas PPh Pasal 4 ayat'(2) dan PPh Pasal 22, maka PT ANEKA |
KARYA dapat membuat Bukti Pemotongan/ Pemungutan Un1_ﬁkas1 atas jasa |
manajemen tanggal 10 Mei 2020 tersebut. : '

PT ANEKA KARYA kemudian membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan |
Unifikasi atas transaksi dengan PT KREATIVA sebagai berikut. -

| « Jenis Bukti Pemotongén_/Pemungutan: PPh Tidak Final
' » Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi: 2020000895-
'« Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut: PT-KREATIVA
* Masa Pajak (mm-yyyy): 05-2020
| » Kode Objek Pajak: 24-104-02
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» Dasar Pengenaan Pajak: 25.000.000
| o Tarif (%): 2 :
* PPh yang Dipotong/Dipungut: 50.000 s
'« Dokumen ‘Referensi: INV-45329/05-20 tanggal .10 Juli 2022.

| Sesuai dengan Pasal 12 ayat (3) huruf a dan huruf ¢, maka pembetulan, |
pembatalan ataupun penambahan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi |
atas jenis pajak PPh. Pasal 4 ayat (2)"dan Pasal 22 tidak dapat dilakukan, |
dikarenakan adanya pemeriksaan pada jenis pajak tersebut. - '

| Namun, untuk pembetulan, pembatalan dan penambahan- Bukti
Pemotongan /Pemungutan Unifikasi untuk jenis pajak lainnya, sesuai dengan |
Pasal 12 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan.

. Apabila Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi yang disebabkan adanya
kekeliruan dalam pengisian Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi,
Pemotong dan/atau Pemungut PPh terlebih dahulu harus membetulkan
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah dibuat (lihat
penjelasan pada huruf 2.2.3 dan pada huruf 2.3.3).

. Apabila Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi yang disebabkan adanya
pembatalan transaksi, Pemotong dan/atau Pemungut PPh terlebih dahulu
harus membatalkan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang telah
dibuat (lihat penjelasan pada huruf 2.2.4 dan huruf 2.3.4).

. Apabila Pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi yang disebabkan adanya
transaksi yang belum dipotong dan/atau dipungut dan/atau belum
dilaporkan, Pemotong dan/atau Pemungut PPh terlebih dahulu harus
membuat Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi atas transaksi yang
belum dilaporkan (lihat penjelasan pada huruf 2.2.5 dan huruf 2.3.5).

. Apabila terdapat objek pajak yang disetor sendiri namun belum
dilaporkan dalam SPT Masa PPh Unifikasi, Pemotong dan/atau Pemungut
PPh wajib menyetor PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 15 dan/atau Pasal 22 yang
harus disetor sendiri dan melakukan pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi
yang terkait.

. Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi tersebut mengakibatkan
adanya pajak yang kurang disetor, maka Pemotong dan/atau Pemungut
PPh terlebih dahulu melunasi jumlah pajak yang kurang disetor tersebut
(lihat contoh 2.9).

. Dalam hal pembetulan SPT Masa PPh Unifikasi tersebut mengakibatkan
kelebihan pemotongan/pemungutan, maka atas kelebihan tersebut dapat
diajukan permohonan pengembalian sebagaimana diatur dengan
Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara
pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang seharusnya tidak
terutang (lihat contoh 2.10).



-58-

4. PETUNJUK DETAIL PENGISIAN FORMULIR

4.1. Petunjuk Detail Pengisian Formulir SPT Masa PPh Unifikasi (dalam bentuk
elektronik)

FORMULIR SPT MASA PPh UNIFIKASI

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 Masa Pajak (mm-yyyuy)

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa
Pajak Januari 2020, maka ditulis 01-2020.

Huruf H.2 SPT Normal

Isikan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan SPT Normal.

Huruf H.3 dan H.4 SPT Pembetulan ke-xx

Isikan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan SPT Pembetulan dan tuliskan
urutan pembetulan dengan angka.

Bagian A. Identitas Pemotong dan/atau Pemungut PPh
Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong dan/atau Pemungut PPh.
Huruf A.2 : Diisi dengan nama Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf A.3 : Diisi dengan alamat sebenarnya dari Pemotong dan/atau Pemungut
PPh.

Huruf A.4 : Diisi dengan nomor telepon Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Bagian B. Resume Pajak Penghasilan

Kolom B.1 : Cukup jelas.

Kolom B.2 : Merupakan uraian jenis PPh.

Kolom B.3 : Merupakan kolom jumlah nilai PPh terutang.

Kolom B.4 : Merupakan kolom jumlah PPh yang disetor menggunakan SSP/BPN.

Kolom B.5: Merupakan kolom jumlah PPh yang disetor menggunakan
Pemindahbukuan (Pbk]).

I. PPH YANG DISETOR SENDIRI

Angka 1 Kolom B.2 :Pasal 4 avat (2)

Cukup jelas.

Angka 2 Kolom B.2 : Pasal 22

Cukup jelas.



-590-

Angka 3 Kolom B.2 :Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 4 Kolom B.2 :Jumlah vang Disetor Sendiri

Cukup jelas.

II. PPH YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

Angka 5 Kolom B.2 : Pasal 22

Cukup jelas.
Angka 6 Kolom B.2 : Pasal 26

Cukup jelas.
Angka 7 Kolom B.2 :Pasal 23

Cukup jelas.
Angka 8 Kolom B.2 : Pasal 4 avat (2)

Cukup jelas.
Angka 9 Kolom B.2 :Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 10 Kolom B.2: Jumlah vang Dipotong/Dipungut

Cukup jelas.

III. REKAPITULASI PPH
Angka 11 Kolom B.2 : Jumlah
Cukup Jelas

Kolom B.3 :

Angka 1 s.d 3 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 22 dan Pasal 15 terutang yang harus
disetor sendiri.

Angka 4 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai PPh terutang yang harus disetor sendiri hasil penjumlahan pada
angka 1 s.d angka 3 Kolom B.3.

Angka 5 s.d 9 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai PPh yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan PPh
Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15.

Angka 10 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai PPh yang dipotong/dipungut hasil penjumlahan pada
angka 5 s.d angka 9 Kolom B.3.
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Angka 11 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut hasil penjumlahan
pada angka 4 Kolom B.3 dengan angka 10 Kolom B.3.

Kolom B.4 :
Angka 1 s.d 3 Kolom B.4

Diisi dengan jumlah PPh yang disetor menggunakan SSP/BPN atas PPh yang harus
disetor sendiri yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 22 dan Pasal 15.

Angka 4 Kolom B.4

Diisi dengan nilai PPh yang disetor menggunakan SSP/BPN hasil penjumlahan
angka 1 s.d angka 3 Kolom B.4.

Angka 5 s.d 9 Kolom B.4

Diisi dengan jumlah PPh yang disetor menggunakan SSP/BPN atas PPh yang telah
dilakukan pemotongan/pemungutan yang dikenakan PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal
26, Pasal 4 ayat (2), Pasal 15.

Angka 10 Kolom B.4

Diisi dengan nilai PPh yang disetor menggunakan SSP/BPN hasil penjumlahan
angka 5 s.d angka 9 Kolom B.4.

Angka 11 Kolom B.4 : Jumlah

Diisi dengan jumlah yang disetor menggunakan SSP/BPN hasil penjumlahan dari
Jumlah PPh yang Disetor Sendiri pada Angka 4 Kolom B.4 dengan Angka 10
Kolom B.4.

Angka 12 Kolom B.4

Diisi dengan jumlah yang disetor menggunakan SSP/BPN hasil penjumlahan dari
hasil penjumlahan pada angka 11 Kolom B.4 dengan angka 11 Kolom B.5.

Kolom B.5 :
Angka 1 s.d 3 Kolom B.5

Diisi dengan jumlah PPh yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk) atas
PPh yang harus disetor sendiri yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 22 dan
Pasal 15.

Angka 4 Kolom B.5

Diisi dengan nilai PPh yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk) hasil
penjumlahan angka 1 s.d angka 3 Kolom B.5.

Angka 5 s.d 9 Kolom B.5

Diisi dengan jumlah PPh yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk) atas
PPh yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan yang dikenakan PPh Pasal 22,
Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 ayat (2), Pasal 15.
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Angka 10 Kolom B.5

Diisi dengan nilai PPh yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk) hasil
penjumlahan angka 5 s.d angka 9 Kolom B.S5.

Angka 11 Kolom B.5

Diisi dengan jumlah yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk) hasil
penjumlahan dari Jumlah PPh yang Disetor Sendiri pada Angka 4 Kolom B.5
dengan Jumlah yang Dipotong/Dipungut pada Angka 10 Kolom B.5.

Bagian C. Pernyataan dan Tanda Tangan

Huruf C.1 ;

Huruf C.2 ;

Huruf C.3 :

Huruf C.4 :

Huruf C.5 :

Huruf C.6 :

Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT
adalah Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan wakil Wajib Pajak
adalah sebagai berikut:

a. badan oleh pengurus;
badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;

c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi
untuk melakukan pemberesan,;
badan dalam likuidasi oleh likuidator;

e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli
warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta
peninggalannya; atau

f.  anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam
pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT
adalah kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku
Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Diisi dengan tanggal pembuatan SPT, dengan format penulisan dd-

mm-yyyy. Contoh, jika tanggal pembuatan SPT adalah 13 Februari
2020, maka ditulis 13-02-2020.

Merupakan pernyataan Wajib Pajak atas pengisian SPT bahwa apa
yang telah diberitahukan di SPT adalah benar, lengkap dan jelas.
Diberikan centang pada kotak.

Merupakan QR Code yang dapat digunakan untuk verifikasi tanda
terima SPT dan resume isian SPT Masa PPh Unifikasi.

Penyampaian SPT Masa PPh Unifikasi melalui Aplikasi e-Bupot
Unifikasi tidak memerlukan tanda tangan dan cap basah
dikarenakan SPT Masa PPh Unifikasi ditandatangani secara
elektronik menggunakan Tanda Tangan Elektronik dan disampaikan
dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.
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4.2. Petunjuk Detail Pengisian Formulir SPT Masa PPh Unifikasi (Dalam
Bentuk Dokumen Kertas)

FORMULIR UNIFIKASI-INDUK
INDUK SPT MASA PAJAK PENGHASILAN

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 Masa Pajak (mm-yyyy)

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa
Pajak Januari 2020, maka ditulis 01-2020.

Huruf H.2 SPT Normal

Isikan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan SPT Normal.

Huruf H.3 dan H.4 SPT Pembetulan ke-xx

Isikan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan SPT Pembetulan dan tuliskan
urutan pembetulan dengan angka.

Bagian A. Identitas Pemotong dan/atau Pemungut PPh
Huruf A.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong dan/atau Pemungut PPh.
Huruf A.2 : Diisi dengan nama Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf A.3 : Diisi dengan alamat sebenarnya dari Pemotong dan/atau Pemungut
PPh.

Huruf A.4 : Diisi dengan nomor telepon Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Bagian B. Resume Pajak Penghasilan

Kolom B.1 : Cukup jelas.

Kolom B.2 : Merupakan uraian jenis PPh.

Kolom B.3 : Merupakan kolom jumlah nilai PPh terutang/dipotong/dipungut.
Kolom B.4 : Merupakan kolom jumlah PPh yang disetor menggunakan SSP/BPN.

Kolom B.5 : Merupakan kolom jumlah PPh yang disetor menggunakan
Pemindahbukuan (Pbk).

I. PPH YANG DISETOR SENDIRI

Angka 1 Kolom B.2 : Pasal 4 ayat (2)

Cukup jelas.

Angka 2 Kolom B.2 : Pasal 22

Cukup jelas.
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Angka 3 Kolom B.2 :Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 4 Kolom B.2 :Jumlah vang Disetor Sendiri

Cukup jelas.

II. PPH YANG TELAH DILAKUKAN PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN

Angka S Kolom B.2 :Pasal 22

Cukup jelas.
Angka 6 Kolom B.2 :Pasal 26

Cukup jelas.
Angka 7 Kolom B.2 : Pasal 23

Cukup jelas.
Angka 8 Kolom B.2 :Pasal 4 avat (2)

Cukup jelas.
Angka 9 Kolom B.2 :Pasal 15

Cukup jelas.

Angka 10 Kolom B.2: Jumlah vang Dipotong/Dipungut

Cukup jelas.

III. REKAPITULASI PPH
Angka 11 Kolom B.2 :Jumlah

Cukup Jelas
Kolom B.3 :

Angka 1 s.d 3 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 22 dan Pasal 15 terutang.yang harus
disetor sendiri.

Angka 4 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai PPh terutang yang harus disetor sendiri hasil penjumlahan pada
angka 1 s.d angka 3 Kolom B.3.

Angka 5 s.d 9 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai PPh yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan PPh
Pasal 22, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 15.

Angka 10 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai PPh yang dipotong/dipungut hasil penjumlahan pada angka
5 s.d angka 9 Kolom B.3.
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Angka 11 Kolom B.3

Diisi jumlah nilai Pajak Penghasilan yang dipotong/dipungut hasil penjumlahan
pada angka 4 Kolom B.3 dengan angka 10 Kolom B.3.

Kolom B.4 :
Angka 1 s.d 3 Kolom B.4

Diisi dengan jumlah PPh yang disetor menggunakan SSP/BPN atas PPh yang harus
disetor sendiri yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 22 dan Pasal 15.

Angka 4 Kolom B.4

Diisi dengan nilai PPh yang disetor menggunakan SSP/BPN hasil penjumlahan
angka 1 s.d angka 3 Kolom B.4.

Angka 5 s.d 9 Kolom B.4

Diisi dengan jumlah PPh yang disetor menggunakan SSP/BPN atas PPh yang telah
dilakukan pemotongan/pemungutan yang dikenakan PPh Pasal 22, Pasal 23, Pasal
26, Pasal 4 ayat (2), Pasal 15.

Angka 10 Kolom B.4

Diisi dengan nilai PPh yang disetor menggunakan SSP/BPN hasil penjumlahan
angka 5 s.d angka 9 Kolom B.4.

Angka 11 Kolom B.4 :Jumlah

Diisi dengan jumlah yang disetor menggunakan SSP/BPN hasil penjumlahan dari
Jumlah PPh yang Disetor Sendiri pada Angka 4 Kolom B.4 dengan Angka 10
Kolom B.4.

Angka 12 Kolom B.4

Diisi dengan jumlah yang disetor menggunakan SSP/BPN hasil penjumlahan dari
hasil penjumlahan pada angka 11 Kolom B.4 dengan angka 11 Kolom B.5.

Kolom B.5 ;
Angka 1 s.d 3 Kolom B.5

Diisi dengan jumlah PPh yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk) atas

PPh yang harus disetor sendiri yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2), Pasal 22 dan
Pasal 15.

Angka 4 Kolom B.5

Diisi dengan nilai PPh yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk) hasil
penjumlahan angka 1 s.d angka 3 Kolom B.5.

Angka 5 s.d 9 Kolom B.5

Diisi dengan jumlah PPh yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk) atas
PPh yang telah dilakukan pemotongan/pemungutan yang dikenakan PPh Pasal 22,
Pasal 23, Pasal 26, Pasal 4 ayat (2), Pasal 15.

Angka 10 Kolom B.5

Diisi dengan nilai PPh yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk) hasil
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penjumlahan angka 5 s.d angka 9 Kolom B.5.
Angka 11 Kolom B.5

Diisi dengan jumlah yang disetor menggunakan Pemindahbukuan (Pbk) hasil
penjumlahan dari Jumlah PPh yang Disetor Sendiri pada Angka 4 Kolom B.5
dengan Jumlah yang Dipotong/Dipungut pada Angka 10 Kolom B.5.

Bagian C. Lampiran

Huruf C.1 - C.6

Beri tanda silang (X) dalam kotak sesuai dengan dokumen yang dilampirkan. Isi
jumlah dokumen yang dilampirkan pada kotak yang tersedia, dalam hal SPT Masa
PPh Unifikasi Pembetulan, jumlah lembar diisi sesuai dengan jumlah dokumen
yang dibetulkan atau ditambahkan.

Huruf C.1
Cukup jelas.

Huruf C.2

Dalam hal kurang bayarnya dilunasi melalui pemindahbukuan.

Huruf C.3

Jika SPT Masa PPh Unifikasi ditandatangani oleh bukan Pemotong dan/atau
Pemungut PPh, maka wajib dilampirkan Surat Kuasa Khusus bermeterai cukup.
Huruf C.4

Jika terdapat PPh yang dibebaskan dari pemotongan/pemungutan PPh, maka
wajib dilampirkan dokumen pendukung berupa fotokopi Surat Keterangan Bebas.
Huruf C.5

Jika terdapat PPh Pasal 26 yang dihitung berdasarkan tarif Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda, maka wajib dilampirkan dokumen pendukung

berupa tanda terima Surat Keterangan Domisili sesuai dengan peraturan yang
berlaku.

Huruf C.6

Jika SPT Masa PPh Unifikasi Pembetulan, harus dilampirkan fotokopi SPT Masa
PPh Unifikasi Pembetulan yang dibetulkan, termasuk lampiran dan Bukti
Penerimaan Suratnya.

Bagian D. Pernyataan dan Tanda Tangan

Huruf D.1 : Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT
adalah Wajib Pajak atau wakil Wajib Pajak.

Berdasarkan ketentuan Pasal 32 Undang-Undang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan, yang dimaksud dengan wakil Wajib Pajak
adalah sebagai berikut:



Huruf D.2 :

Huruf D.3 :

Huruf D.4 :

Huruf D.5 ;

Huruf D.6 :
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a. badan oleh pengurus;

b. badan yang dinyatakan pailit oleh kurator;

c. badan dalam pembubaran oleh orang atau badan yang ditugasi
untuk melakukan pemberesan;

d. badan dalam likuidasi oleh likuidator;

e. suatu warisan yang belum terbagi oleh salah seorang ahli
warisnya, pelaksana wasiatnya atau yang mengurus harta
peninggalannya; atau

f. anak yang belum dewasa atau orang yang berada dalam
pengampuan oleh wali atau pengampunya.

Diberi tanda silang (X) pada kotak jika yang menandatangani SPT
Masa PPh Unifikasi adalah kuasa Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku
Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Diisi dengan tanggal pembuatan SPT Masa PPh Unifikasi, dengan
format penulisan dd-mm-yyyy. Contoh, jika tanggal pembuatan SPT
Masa PPh Unifikasi adalah 13 Februari 2020, maka ditulis
13-02-2020.

Merupakan pernyataan Wajib Pajak bahwa SPT dan lampirannya
sudah benar, lengkap dan jelas.

Diisi dengan tanda tangan Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa
Wajib Pajak selaku Pemotong dan/atau Pemungut PPh serta cap
Pemotong dan/atau Pemungut PPh. Cap tidak wajib dalam hal
Pemotong dan/atau Pemungut PPh adalah Wajib Pajak orang pribadi.
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4.3. Petunjuk Detail Pengisian Formulir DOSS
——

. FORMULIR DOSS
DAFTAR RINCIAN PAJAK PENGHASILAN YANG DISETOR SENDIRI

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 NPWP : Diisi dengan NPWP Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf H.2 Masa Pajak (mm-yyuyy)

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa
Pajak Januari 2020, maka ditulis 01-2020.

Bagian Tabel

Data tentang data rincian PPh yang disetor sendiri untuk PPh Pasal 4 ayat (2)
diisikan pada tabel bagian “I. Objek Pajak Pasal 4 ayat (2) yang Disetor Sendiri”;
untuk PPh Pasal 22 yang disetor sendiri diisikan pada tabel bagian “II. Objek Pajak
Pasal 22 yang Disetor Sendiri”; dan untuk PPh yang Pasal 15 yang disetor sendiri
diisikan pada tabel “IIl. Objek Pajak Pasal 15 yang Disetor Sendiri”.

Kolom A.1 : Cukup jelas.

Kolom A.2 : Merupakan uraian atas objek Pajak yang disetor sendiri.
Kolom A.3 : Merupakan kode objek pajak.

Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak.

Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan yang disetor sendiri.

I. Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) yang Disetor Sendiri
Angka 1 s.d 3 Kolom A.4

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak atas PPh Pasal 4 ayat (2) yang disetor
sendiri.

Angka 4 Kolom A.4

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)
yang disetorkan sendiri, merupakan penjumlahan angka 1 s.d angka 3 Kolom A.4.

Angka 1 s.d 3 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan atas PPh Pasal 4 ayat (2) yang disetor
sendiri.

Angka 4 Kolom A.5

Diisi dengan total nilai Pajak Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)
yang disetorkan sendiri, merupakan penjumlahan angka 1 s.d angka 3 Kolom A.5.

II. Objek Pajak Penghasilan Pasal 22 yang Disetor Sendiri
Angka S Kolom A.4

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak atas PPh Pasal 22 yang disetor sendiri.
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Angka 6 Kolom A.4

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh Pasal 22 yang
disetorkan sendiri yang ada di angka 6 Kolom A.4.

Angka 5 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan atas PPh Pasal 22 yang disetor sendiri.

Angka 6 Kolom A.5

Diisi dengan total nilai Pajak Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2)
yang disetorkan sendiri, merupakan nilai pada angka 6 Kolom A.5.

III. Objek Pajak Penghasilan Pasal 15 yang Disetor Sendiri
Angka 7 s.d 11 Kolom A.4

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak atas PPh Pasal 15 yang disetor sendiri.

Angka 12 Kolom A.4

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh Pasal 15 yang
disetorkan sendiri, merupakan penjumlahan angka 7 s.d angka 11 Kolom A.4.

Angka 7 s.d 11 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan atas PPh Pasal 15 yang disetor sendiri.

Angka 12 Kolom A.5

Diisi dengan total nilai Pajak Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 22 yang
disetorkan sendiri, merupakan penjumlahan angka 7 s.d angka 11 Kolom A.5.
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4.4. Petunjuk Detail Pengisian Formulir DOPP

FORMULIR DOPP
DAFTAR OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN

PIHAK LAIN

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 NPWP : Diisi dengan NPWP Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf H.2 Masa Pajak (mm-yyyy)

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa
Pajak Januari 2020, maka ditulis 01-2020.

Bagian Tabel

Data tentang data rincian PPh yang dilakukan pemotongan/pemungutan untuk
PPh Pasal 22 diisikan pada tabel bagian “I. Objek Pajak yang Dilakukan
Pemungutan PPh Pasal 22”7; dan untuk PPh Pasal 26 yang dilakukan pemotongan

diisikan pada tabel bagian “II. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh
Pasal 26”.

Kolom A.1 : Cukup jelas.

Kolom A.2 : Merupakan uraian atas objek Pajak yang  dilakukan
pemotongan/pemungutan PPh.

Kolom A.3 : Merupakan kode objek pajak.
Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak.

Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan yang dilakukan
pemotongan /pemungutan.

I. Objek Pajak yang Dilakukan Pemungutan PPh Pasal 22
Angka 1 s.d 11 Kolom A.4

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemungutan PPh
Pasal 22.

Angka 12 Kolom A.4

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh 22 yang telah
dilakukan pemungutan. Merupakan penjumlahan angka 1 s.d angka 11
Kolom A.4.

Angka 1 s.d 11 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan yang telah dilakukan pemungutan
atas PPh Pasal 22.

Angka 12 Kolom A.5

Diisi dengan total nilai Pajak Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 22 yang telah

dilakukan pemungutan yang merupakan penjumlahan angka 1 s.d angka 11
Kolom A.S.
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II. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 26
Angka 13 s.d 25 Kolom A.4

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemotongan PPh
Pasal 26.

Angka 26 Kolom A.4

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang telah dilakukan pemotongan
PPh Pasal 26. Merupakan penjumlahan angka 13 s.d angka 25
Kolom A.4.

Angka 13 s.d 25 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan yang telah dilakukan pemotongan atas
PPh Pasal 23.

Angka 26 Kolom A.5

Diisi dengan total nilai Pajak Penghasilan yang telah dilakukan pemotongan PPh
Pasal 26 yang merupakan penjumlahan angka 13 s.d angka 25 Kolom A.5.
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4.5. Petunjuk Detail Pengisian Formulir DOPP-Lanjutan

[ — —

FORMULIR DOPP-LANJUTAN

DAFTAR OBJEK PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN
PIHAK LAIN

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 NPWP : Diisi dengan NPWP Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf H.2 Masa Pajak (mm-yyyy)

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa
Pajak Januari 2020, maka ditulis 01-2020.

Bagian Tabel

Tabel tentang data rincian PPh yang dilakukan pemotongan/pemungutan untuk
PPh Pasal 26 diisikan pada tabel bagian “I. Objek Pajak yang Dilakukan
Pemotongan PPh Pasal 26”; untuk PPh Pasal 4 ayat (2) yang dilakukan
pemotongan diisikan pada tabel bagian “II. Objek Pajak yang Dilakukan
Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)”, untuk PPh Pasal 15 yang telah dilakukan

pemotongan diisikan pada tabel bagian “IlI. Objek Pajak yang Dilakukan
Pemotongan Pasal 15”.

Kolom A.1 : Cukup jelas.

Kolom A.2 : Merupakan uraian atas objek Pajak yang dilakukan pemotongan/
pemungutan PPh.

Kolom A.3 : Merupakan kode objek pajak.
Kolom A.4 : Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak.

Kolom A.5 : Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan yang dilakukan
pemotongan/pemungutan PPh.

III. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 23
Angka 27 s.d 32 Kolom A.4

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemotongan PPh
Pasal 23.

Angka 33 Kolom A.4

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang dikenakan PPh 23 yang telah
dilakukan pemotongan. Merupakan penjumlahan angka 27 s.d angka 32
Kolom A.4.

Angka 27 s.d 32 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan yang telah dilakukan pemotongan atas
PPh Pasal 23.
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Angka 33 Kolom A.5

Diisi dengan total nilai Pajak Penghasilan yang dikenakan PPh Pasal 23 yang
merupakan penjumlahan angka 27 s.d angka 32 Kolom A.5.

II. Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 4 ayat (2)
Angka 34 s.d 43 Kolom A.4

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemotongan PPh Pasal
4 ayat (2).

Angka 44 Kolom A.4

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang telah dilakukan pemotongan
PPh Pasal 4 ayat (2). Merupakan penjumlahan angka 34 s.d angka 43 Kolom A.4.

Angka 34 s.d 43 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan yang telah dilakukan pemotongan atas
PPh Pasal 4 ayat (2).

Angka 44 Kolom A.5

Diisi dengan total nilai Pajak Penghasilan yang telah dilakukan pemotongan PPh
Pasal 4 ayat (2) yang merupakan penjumlahan angka 34 s.d angka 43 Kolom A.5.

III.Objek Pajak yang Dilakukan Pemotongan PPh Pasal 15
Angka 45 s.d 50 Kolom A.4

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dilakukan pemotongan PPh
Pasal 15.

Angka 51 Kolom A.4

Diisi dengan total nilai dasar pengenaan pajak yang telah dilakukan pemotongan
PPh Pasal 15. Merupakan penjumlahan angka 45 s.d angka 50 Kolom A.4.

Angka 45 s.d 50 Kolom A.5

Diisi dengan jumlah nilai Pajak Penghasilan yang telah dilakukan pemotongan atas
PPh Pasal 15.

Angka 51 Kolom A.5

Diisi dengan total nilai Pajak Penghasilan yang telah dilakukan pemotongan PPh
Pasal 15 yang merupakan penjumlahan angka 45 s.d angka 50 Kolom A.5.
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4.6. Petunjuk Detail Pengisian_li:ormulir DBP

FORMULIR DBP

DAFTAR BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN UNIFIKASI BESERTA
DAFTAR SURAT SETORAN PAJAK, BUKTI PENERIMAAN NEGARA, BUKTI
. PEMINDAHBUKUAN PPH PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, PASAL 23
‘ DAN/ATAU PASAL 26

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 NPWP : Diisi dengan NPWP Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf H.2 Masa Pajak (mm-yyyuy)

mm diisi dengan bulan dan yyyy diisi dengan tahun kalender. Misalnya Masa
Pajak Januari 2020, maka ditulis 01-2020.

Bagian Tabel

Tabel terdiri dari dua bagian yaitu data Bukti Pemotongan yang diisikan pada
tabel bagian “A. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar”; dan data berupa Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti
Pemindahbukuan yang diisikan pada tabel bagian “B. Daftar Surat Setoran Pajak,
Bukti Penerimaan Negara, dan Bukti Pemindahbukuan”.

A. Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar
Kolom A.1 : Cukup jelas.

Kolom A.2 : Diisi dengan identitas pihak yang dipotong/dipungut PPh. Dalam hal
pihak yang dipotong adalah orang pribadi yang belum memiliki
NPWP, maka kolom A.2 diisi dengan identitas NIK. Dalam hal pihak
yang dipotong adalah Wajib Pajak Luar Negeri, maka kolom A.2 diisi
dengan identitas TIN.

Kolom A.3 : Diisi dengan nama pihak yang dipotong/dipungut PPh sesuai dengan
yang tercantum di Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Kolom A.4 : Diisi dengan kode objek pajak.
Kolom A.5 : Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Kolom A.6 : Diisi dengan tanggal Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh dengan
format penulisan dd-mm-yyyy.

Kolom A.7 ;
Angka 1 s.d 20 Kolom A.7

Diisi dengan jumlah dasar pengenaan pajak yang dipotong/dipungut PPh.
Kolom A.8 :
Angka 1 s.d 20 Kolom A.8

Diisi dengan jumlah PPh yang dipotong/dipungut/DTP.
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Angka 21 Kolom A.8

Diisi dengan jumlah seluruh PPh yang dipotong/dipungut dari Angka 1 s.d 20
Kolom A.8.

Kolom A.9 :
Diisi dengan keterangan sebagai berikut:

e SKB jika PPh dibebaskan dari pemotongan/pemungutan berdasarkan Surat
Keterangan Bebas (SKB);

e SKD jika PPh Pasal 26 dikenakan tarif sesuai Perjanjian Penghindaran Pajak
Berganda (P3B);

e DTP jika PPh ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan peraturan
perpajakan yang berlaku;

e 1, jika Bukti Pemotongan/Pemungutan merupakan pembetulan ke-1;

e 2, jika Bukti Pemotongan/ Pemungutan merupakan pembetulan ke-2 dan
seterusnya; dan/atau

e BE, jika Bukti Pemotongan/Pemungutan merupakan Bukti Pemotongan/
Pemungutan Pembetulan,;

e BA, jika Bukti Pemotongan/Pemungutan merupakan Bukti Pemotongan/
Pemungutan Pembatalan.

B. Daftar Surat Setoran Pajak, Bukti Penerimaan Negara, Bukti
Pemindahbukuan

Kolom B.1: Cukup jelas.
Kolom B.2 : Diisi dengan Kode Akun Pajak (KAP).
Kolom B.3 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran (KJS).

Kolom B.4 : Diisi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dalam hal
dokumen pembayaran berupa SSP (BPN) atau Nomor Bukti Pbk
dalam hal dokumen pembayaran berupa Bukti Pbk.

Kolom B.5: Diisi dengan tanggal pembayaran sesuai dengan SSP (BPN) atau

tanggal pembayaran sesuai dengan Bukti Pbk, dengan format
penulisan dd-mm-yyyy.

Kolom B.6 : Diisi dengan jumlah PPh yang disetor sesuai SSP (BPN) atau jumlah
pemindahbukuannya sesuai dengan Bukti Pbk.
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4.7. Petunjuk Detail Pengisian Formulir BP Berformat Standar PPh Pasal 4 ayat
(2), Pasal 15, Pasal 22 dan Pasal 23 (Formulir BPBS dalam bentuk kertas
dan elektronik)

FORMULIS BPBS

BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPH PASAL 4 AYAT
(2), PASAL 15, PASAL 22 DAN PASAL 23

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 :

Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

Huruf H.2 :

Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh dengan format penulisan:

XYYzzzz:_zzz

X :diisi dengan Kode Dokumen Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

YY :Diisi dengan Kode Seri Bukti Pemotongan/

Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

2777777 :diisi dengan Nomor Urut Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebanyak
7 digit

Kode Seri Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat

Standar diberikan secara berurutan dari 01 sampai dengan 99.

Fungsi Kode ini ialah wuntuk menandai nomor urut Bukti

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar. Apabila

nomor Ol sampai dengan 99 telah terpakai, nomornya berulang
kembali ke O1.

Nomor seri Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar diberikan secara berurutan dari 0000001 sampai dengan
9999999 dalam 1 (satu) tahun kalender (dari 1 Januari s.d 31
Desember). Apabila tahun kalender telah berganti, maka nomor
dimulai lagi dari nomor 0000001 dengan kode seri nomor 0O1.

Apabila persediaan nomor untuk kode seri 01 dengan nomor seri
9999999 telah digunakan, maka nomor Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar selanjutnya
menggunakan kode seri nomor 02 dan nomor seri dimulai lagi dari
0000001. Ketika penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar telah sampai kode seri 02 dan nomor
seri 9999999, maka penomorannya dilanjutkan dengan kode seri 03
dan nomor seri 0000001, dan seterusnya.

Pembetulan Ke-xx

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan
dan dituliskan urutan pembetulan dengan angka.
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Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan.

Diisi silang (X) dalam hal PPh yang dipotong/dipungut merupakan
PPh yang bersifat final (tidak dapat menjadi kredit pajak dalam SPT
Tahunan PPh pihak yang dipotong/dipungut).

Huruf H.3 : Pembatalan
Huruf H.4 PPh Final
Huruf H.5 PPh Tidak Final

A. Identitas
Huruf A.1 :

Huruf A.2 :

Huruf A.3 :

Huruf A4 :

Huruf A.5

Diisi silang (X) dalam hal PPh yang dipotong/dipungut merupakan
PPh yang bersifat tidak final (dapat menjadi kredit pajak dalam SPT
Tahunan PPh pihak yang dipotong/dipungut).

Wajib Pajak yang Dipotong/Dipungut

Diisi dengan NPWP pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh.
Dalam hal pihak yang dipotong dan/atau dipungut adalah orang
pribadi yang belum memiliki NPWP, maka kolom A.1 diisi dengan
“00.000.000.0-000.000".

Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) pihak yang dipotong
dan/atau dipungut, dalam hal pihak yang dipotong dan/atau
dipungut adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

Diisi dengan nama pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh
sesuai dengan kartu NPWP atau kartu identitas. Apabila kolom yang
tersedia tidak mencukupi, maka nama yang diisikan dapat
disesuaikan.

Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya dari pihak yang dipotong
dan/atau dipungut PPh lengkap mulai dari Jalan, RT/RW,
Kelurahan, Kecamatan, dan Kode Pos.

Diisi dengan nomor telepon pihak yang dipotong dan/atau dipungut.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong/Dipungut

Kolom B.1 :

Kolom B.2:

Diisi dengan masa pajak saat terutang PPh, dengan format penulisan

mm-yyyy. Contoh  masa  pajak Januari 2020  ditulis
01-2020.

Diisi sesuai kode objek pajak PPh sebagai berikut:

28-404-01 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam
negeri;

28-404-02 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam
negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor
1 bulan);

28-404-03 Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam
negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor
3 bulan);



28-404-04

28-404-05

28-404-06

28-404-07

28-404-08

28-404-09
28-404-10
28-404-04
28-401-01
28-401-02
28-407-01
28-406-01
28-408-01
28-402-04
28-403-02
28-405-01
28-409-08
28-409-09
28-409-10
28-409-11
28-409-12
28-409-13

28-409-14

28-417-01

28-417-02

77

Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di dalam
negeri (mata uang IDR bersumber dari DHE tenor
6 bulan atau lebih);

Bunga deposito/tabungan
negeri (mata uang USD
1 bulan);

Bunga deposito/tabungan
negeri (mata uang USD
3 bulan);

Bunga deposito/tabungan
negeri (mata uang USD
6 bulany);

Bunga deposito/tabungan
negeri (mata uang USD
lebih dari 6 bulan);

Bunga deposito/tabungan yang ditempatkan di luar
negeri;

Diskonto Sertifikat Bank Indonesia;

Jasa giro;

Bunga/diskonto obligasi dan Surat Berharga Negara
(Wajib Pajak Dalam Negeri);

Bunga/diskonto obligasi dan Surat Berharga Negara
(Wajib Pajak Luar Negeri);

Transaksi penjualan saham (saham pendiri);

Transaksi penjualan saham (bukan saham pendiri);
Transaksi penjualan saham milik Perusahaan Modal
Ventura,

Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan;
Persewaan tanah dan/atau bangunan;
Hadiah undian;

Jasa konstruksi berupa jasa perencanaan
(Dengan Kualifikasi Usaha);

Jasa konstruksi berupa jasa perencanaan
(Tanpa Kualifikasi Usaha);

Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan
(Kualifikasi Usaha Kecil);

Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan
(Kualifikasi Usaha Menengah dan Besar);
Jasa konstruksi berupa jasa pelaksanaan
(Tanpa Kualifikasi Usaha);

Jasa konstruksi berupa jasa pengawasan
(Dengan Kualifikasi Usaha);

Jasa konstruksi berupa jasa pengawasan
(Tanpa Kualifikasi Usaha);

Bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada
anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga sampai
dengan Rp240.000,00);

Bunga simpanan yang dibayarkan oleh Koperasi kepada
anggota Wajib Pajak Orang Pribadi (bunga di atas
Rp240.000,00);

yang ditempatkan di dalam
bersumber dari DHE tenor

yang ditempatkan di dalam
bersumber dari DHE tenor

yang ditempatkan di dalam
bersumber dari DHE tenor

yang ditempatkan di dalam
bersumber dari DHE tenor

konstruksi
konstruksi
konstruksi
konstruksi
konstruksi
konstruksi

konstruksi
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Dividen yang diterima/diperoleh Wajib Pajak Orang
Pribadi dalam negeri;

Transaksi dengan Wajib Pajak yang menggunakan tarif
Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018;

Imbalan yang dibayarkan/terutang kepada perusahaan
pelayaran dalam negeri;

Imbalan Charter Kapal Laut dan/atau Pesawat Udara
yang Dibayarkan/Terutang kepada Perusahaan
Pelayaran dan/atau Penerbangan Luar Negeri melalui
BUT;

Uplift Hulu Migas;

Participating Interest Eksplorasi Hulu Migas;

Participating Interest Eksploitasi Hulu Migas;

Nilai impor DJBC dan Bank Devisa yang dikenakan tarif
10%

Nilai impor DJBC dan Bank Devisa yang dikenakan tarif
7,95%;

Nilai impor DJBC dan Bank Devisa yang dikenakan tarif
0,5%;

Nilai impor DJBC dan Bank Devisa dengan API;

Nilai impor DJBC dan Bank Devisa dengan non-API;
Pembelian barang oleh BUMN/Badan tertentu yang
ditunjuk;

Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam
negeri oleh badan wusaha/industri tertentu (Industri
Semen);

Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam
negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri
Baja);

Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam
negeri oleh badan usaha/industri tertentu (Industri
Otomotif);

Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam
negeri oleh badan wusaha/industri tertentu (Industri
Farmasi);

Penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam
negeri oleh badan wusaha/industri tertentu (Industri

Kertas);

Penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri oleh
ATPM, APM dan Importir Umum kendaraan bermotor;
Pembelian oleh Badan Usaha berupa komoditas tambang
batubara, mineral logam dan mineral bukan logam dari
Badan atau Orang Pribadi pemegang IUP

Penjualan emas batangan di dalam negeri oleh Badan
Usaha;

Pembelian bahan hasil kehutanan oleh Badan Usaha
industri/eksportir;

Pembelian bahan hasil perkebunan oleh Badan Usaha
industri/eksportir;

Pembelian bahan hasil pertanian oleh Badan Usaha
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industri/eksportir;

Pembelian bahan hasil peternakan oleh Badan Usaha
industri/eksportir;

Pembelian bahan hasil perikanan oleh Badan Usaha
industri/eksportir;

Penjualan BBM dan BBG oleh Pertamina atau anak
perusahaan Pertamina kepada SPBU/Agen/Penyalur
(final);

Penjualan BBM dan BBG oleh Pertamina atau anak
perusahaan Pertamina kepada pihak lain (tidak final);
Penjualan BBM dan BBG oleh Badan Usaha Selain
Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada
SPBU/Agen/Penyalur (final);

Penjualan BBM dan BBG oleh Badan Usaha Selain
Pertamina atau anak perusahaan Pertamina kepada
pihak lain (tidak final);

Penjualan pelumas oleh importir/produsen;

Penjualan barang yang tergolong sangat mewah;

Dividen tidak termasuk dividen kepada Wajib Pajak orang
pribadi dalam negeri;

Bunga tidak termasuk bunga yang menjadi objek PPh
Pasal 4 ayat (2);

Royalti;

Hadiah, penghargaan, bonus dan lainnya selain yang
telah dipotong PPh Pasal 21 ayat (1) huruf e UU PPh;
Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta kecuali sewa tanah dan bangunan
yang telah dikenai PPh Pasal 4 ayat (2) UU PPh;

Jasa Teknik;

Jasa Manajemen;

Jasa Konsultan;

Jasa penilai (appraisal);

Jasa aktuaris;
Jasa akuntansi,
keuangan,

Jasa hukum;
Jasa arsitektur;
Jasa perencanaan kota dan arsitektur landscape;

Jasa perancang (design);

Jasa pengeboran (drilling) di bidang penambangan
minyak dan gas bumi (migas) kecuali yang dilakukan
oleh Badan Usaha Tetap (BUT);

Jasa penunjang di bidang usaha panas bumi dan
penambangan minyak dan gas bumi (migas);

Jasa penambangan dan jasa penunjang di bidang usaha
panas bumi dan penambangan minyak dan gas bumi
(migas);

Jasa penunjang di bidang penerbangan dan bandar
udara;

Jasa penebangan hutan;

pembukuan, dan atestasi

laporan
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Jasa pengolahan limbah;

Jasa penyedia tenaga kerja dan/atau tenaga ahli
(outsourcing services);

Jasa perantara dan/atau keagenan;

Jasa bidang perdagangan surat-surat berharga, kecuali
yang dilakukan Bursa Efek, Kustodian Sentral Efek
Indonesia (KSEI) dan Kliring Penjaminan Efek Indonesia
(KPEI);

Jasa kustodian/penyimpanan/penitipan, kecuali yang
dilakukan oleh KSEI;

Jasa pengisian suara (dubbing) dan/atau sulih suara;
Jasa mixing film;

Jasa pembuatan sarana promosi film, iklan, poster, foto,
slide, klise, banner, pamphlet, baliho dan folder,

Jasa sehubungan dengan software atau hardware atau
sistem komputer, termasuk perawatan, pemeliharaan
dan perbaikan.

Jasa pembuatan dan/atau pengelolaan website;

Jasa internet termasuk sambungannya;

Jasa penyimpanan, pengolahan dan/atau penyaluran
data, informasi, dan/atau program;

Jasa instalasi/pemasangan mesin, peralatan, listrik,
telepon, air, gas, AC dan/atau TV Kabel, selain yang
dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di
bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau
sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

Jasa perawatan/perbaikan/pemeliharaan mesin,
peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC dan/atau TV
kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang
lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin
dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;

Jasa perawatan kendaraan dan/atau alat transportasi
darat;

Jasa maklon;

Jasa penyelidikan dan keamanan;

Jasa penyelenggara kegiatan atau event organizer;

Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media
massa, media luar ruang atau media lain untuk
penyampaian informasi, dan/atau jasa periklanan;

Jasa pembasmian hama;

Jasa kebersihan atau cleaning service;

Jasa sedot septic tank;

Jasa pemeliharaan kolam;

Jasa katering atau tata boga;

Jasa freight forwarding;

Jasa logistik;

Jasa pengurusan dokumen;

Jasa pengepakan;

Jasa loading dan unloading;

Jasa laboratorium dan/atau pengujian kecuali yang
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dilakukan oleh lembaga atau institusi pendidikan dalam
rangka penelitian akademis;

Jasa pengelolaan parkir;

Jasa penyondiran tanah;

Jasa penyiapan dan/atau pengolahan lahan;

Jasa pembibitan dan/atau penanaman bibit;

Jasa pemeliharaan tanaman;

Jasa permanenan;

Jasa  pengolahan hasil pertanian, perkebunan,
perikanan, peternakan dan/atau perhutanan;

Jasa dekorasi;

Jasa pencetakan/penerbitan;

Jasa penerjemahan;

Jasa pengangkutan/ekspedisi kecuali yang telah diatur
dalam Pasal 15 Undang-Undang Pajak Penghasilan;

Jasa pelayanan pelabuhan;

Jasa pengangkutan melalui jalur pipa;

Jasa pengelolaan penitipan anak;

Jasa pelatihan dan/atau kursus;

24-104-61 Jasa pengiriman dan pengisian uang ke ATM,;

24-104-62 Jasa sertifikasi;

24-104-63 Jasa survey;

24-104-64 Jasa tester;

24-104-65 Jasa selain jasa-jasa tersebut di atas yang
pembayarannya dibebankan pada APBN (Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara) atau APBD (Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah).

Diisi dengan dasar pengenaan pajak. Diisi angka nol “0” dalam hal

penerbitan Bukti

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat

Standar Pembatalan.

Diisi dengan tanda silang (X) jika yang dipotong dan/atau dipungut
adalah orang pribadi yang tidak memiliki NPWP.

Diisi dengan tarif pemotongan atau pemungutan pajak. Contoh tarif
atas jasa teknik adalah 2%, maka kolom tarif diisi 2.

Diisi dengan jumlah nilai PPh yang dipotong/dipungut/ditanggung
pemerintah (DTP).

Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar antara lain
Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta
Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nama, nomor dan
tanggal dokumen referensi pada kolom yang disediakan.

Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang berupa
Faktur Pajak. Tuliskan nomor Faktur Pajak dan tanggal Faktur Pajak
pada kolom yang disediakan.

Diisi dengan tanda silang (X) dalam hal PPh yang dipotong/dipungut,
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dibebaskan berdasarkan Surat Keterangan Bebas serta cantumkan
nomor dan tanggal Surat Keterangan Bebas pada kolom yang
disediakan.

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal PPh Ditanggung
Pemerintah (DTP). Dasar hukum pemberian DTP dan Nomor
Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari SSP pelunasannya harus
dicantumkan pada tempat yang tersedia.

Diisi dengan nomor Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23
Tahun 2018 apabila bertransaksi dengan Wajib Pajak yang
menggunakan tarif sesuai PP Nomor 23 Tahun 2018.

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal objek
pajak/Subjek Pajak/PPh yang dipotong atau dipungut diberikan
fasilitas PPh. Dasar hukum pemberian fasilitas PPh harus
dicantumkan pada tempat yang tersedia.

C. Identitas Pemotong/Pemungut PPh

Penandatanganan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 ini dilakukan oleh Wajib

Pajak/wakil

Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong dan/atau

Pemungut PPh.

Huruf C.1 :
Huruf C.2 :
Huruf C.3 :

Huruf C.4 ;

Huruf C.5 :

Diisi dengan NPWP Pemotong dan/atau Pemungut PPh.
Diisi dengan nama Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar, dengan format penulisan dd-mm-yyyy.

Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku
Pemotong dan/atau Pemungut PPh dalam melakukan penandatangan
Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi.

Untuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk
kertas, maka diisi tanda tangan basah Pemotong dan/atau Pemungut
PPh dan dibubuhkan cap apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh
merupakan Wajib Pajak Badan.

Untuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk
elektronik, akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai
pengaman e-Bupot Unifikasi. Untuk memverifikasi kode ini dapat
dilakukan dengan cara memindai melalui QR Code melalui telepon
genggam yang memiliki fitur yang mendukung.

Diberikan tanda centang (v) di salah satu pilihan, apakah Pemotong
dan/atau Pemungut PPh atau Pihak yang dipotong/dipungut, dalam
hal permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang
apabila terdapat kesalahan pembuatan Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan
pemotongan/pemungutan.
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4.8. Petunjuk Detail Pengisian Formulir Bukti Pemotongan Pasal 26 (Formulir
BP26 dalam bentuk kertas dan elektronik)

FORMULIR BP26

WITHHOLDING TAX RECEIPT ARTICLE 26

Bagian Header Formulir

Huruf H.1 :

Nomor Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar

Huruf H.2 :

Diisi dengan nomor Bukti Pemotongan PPh dengan format penulisan:

x|v|v|z|z|z|z]|z]|z

2]

X : diisi dengan Kode Dokumen Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar

YY : Diisi dengan Kode Seri Bukti
Pemotongan /Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar

2777777 :diisi dengan Nomor Urut Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi Berformat Standar sebanyak
7 digit

Kode Seri Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat

Standar diberikan secara berurutan dari 01 sampai dengan 99.

Fungsi Kode ini ialah wuntuk menandai nomor urut Bukti

Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar. Apabila

nomor Ol sampai dengan 99 telah terpakai, nomornya berulang
kembali ke O1.

Nomor seri Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat
Standar diberikan secara berurutan dari 0000001 sampai dengan
9999999 dalam 1 (satu) tahun kalender (dari 1 Januari s.d 31
Desember). Apabila tahun kalender telah berganti, maka nomor
dimulai lagi dari nomor 0000001 dengan kode seri nomor O1.

Apabila persediaan nomor untuk kode seri 01 dengan nomor seri
9999999 telah digunakan, maka nomor Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar selanjutnya
menggunakan kode seri nomor 02 dan nomor seri dimulai lagi dari
0000001. Ketika penomoran Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar telah sampai kode seri 02 dan nomor
seri 9999999, maka penomorannya dilanjutkan dengan kode seri 03
dan nomor seri 0000001, dan seterusnya.

Pembetulan Ke-xx

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembetulan
dan dituliskan urutan pembetulan dengan angka.
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Pembatalan

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, jika merupakan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar Pembatalan.

A. Identitas Pihak yang Dipotong/Dipungut (Income Recipient)

Huruf A.1 :

Huruf A.2
Huruf A.3 :

Huruf A.4 :

Huruf A.5 :

Huruf A.6 :

Huruf A.7 :

Diisi dengan Tax Identification Number pihak yang dipotong dan/atau
dipungut PPh Pasal 26 atau nomor lain sebagai bukti register
kependudukan.

Diisi dengan nama pihak yang dipotong atau dipungut PPh Pasal 26.

Diisi dengan alamat lengkap sebenarnya di negara asal pihak yang
dipotong dan/atau dipungut PPh Pasal 26.

Diisi dengan negara asal pihak yang dipotong dan/atau dipungut PPh
Pasal 26 dengan cara memilih dalam daftar yang disediakan Aplikasi
e-Bupot Unifikasi.

Diisi dengan tanggal lahir pihak yang dipotong atau dipungut PPh
Pasal 26, dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut orang
pribadi.

Diisi dengan nomor paspor pihak yang dipotong atau dipungut PPh
Pasal 26, dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut orang
pribadi.

Diisi dengan nomor KITAS/KITAP pihak yang dipotong atau dipungut
PPh Pasal 26, dalam hal pihak yang dipotong atau dipungut orang
pribadi.

B. Pajak Penghasilan yang Dipotong (Income Tax Withheld)

Kolom B.1 : Diisi dengan masa pajak saat terutang PPh Pasal 26, dengan format
penulisan mm-yyyy. Contoh masa pajak Januari 2020 ditulis
01-2020.

Kolom B.2: Diisi sesuai kode objek pajak PPh Pasal 26 sebagai berikut:

27-101-01 Dividen;

27-102-01 Bunga;

27-103-01 Royalti;

27-100-01 Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan
penggunaan harta;

27-104-01 Imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan dan
kegiatan;

27-100-02 Hadiah dan penghargaan;

27-100-03 Pensiun dan pembayaran berkala lainnya;

27-102-02 Premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya;

27-100-04 Keuntungan karena pembebasan utang;

27-100-05
27-100-06
27-100-07
27-105-01

Penjualan atau pengalihan harta di Indonesia;
Premi asuransi/reasuransi;

Penghasilan dari penjualan atau pengalihan saham;
Penghasilan Kena Pajak BUT setelah pajak;
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27-100-99 Pegawai/Pemberi Jasa/Peserta Kegiatan/Penerima
Pensiun Berkala sebagai Wajib Pajak Luar Negeri.

Diisi dengan jumlah penghasilan bruto. Diisi angka nol “0” dalam hal
penerbitan Bukti Pemotongan PPh pasal 26 Pembatalan.

Diisi dengan perkiraan penghasilan neto.

Diisi dengan tarif pemotongan pajak. Contoh tarif atas dividen adalah
20% maka penulisan tarifnya yaitu 20.

Diisi dengan jumlah PPh Pasal 26 yang dipotong/dipungut/DTP.
Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar antara lain
Invoice, Pengumuman, Surat Perjanjian, Bukti Pembayaran, Akta
Perikatan, Akta RUPS, Surat Pernyataan. Tuliskan nama, nomor dan

tanggal dokumen referensi pada kolom yang disediakan.

Diisi dengan dokumen yang menjadi dasar penerbitan Bukti
Pemotongan/Pemungutan Unifikasi Berformat Standar yang berupa
Faktur Pajak. Tuliskan nomor Faktur Pajak dan tanggal Faktur Pajak
pada kolom yang disediakan.

Diisi dengan tanda silang (X) dalam hal PPh Pasal 26 yang
dipotong/dipungut, dihitung  berdasarkan tarif  Perjanjian
Penghindaran Pajak Berganda serta cantumkan nomor tanda terima
SKD WPLN hasil keluaran Aplikasi e-SKD dan cantumkan tanggal
berakhirnya SKD tersebut.

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak, dalam hal PPh Pasal 26
Ditanggung Pemerintah (DTP) serta cantumkan dasar hukum
pemberian DTP dan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dari
SSP pelunasannya.

Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak dalam hal objek
pajak/Subjek Pajak/PPh yang dipotong atau dipungut diberikan
fasilitas PPh. Dasar hukum pemberian fasilitas PPh harus
dicantumkan pada tempat yang tersedia.

C. Identitas Pemotong dan/atau Pemungut PPh (Withholding Agent)

Penandatanganan Bukti Pemotongan PPh Pasal 26 ini dilakukan oleh Wajib
Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku Pemotong dan/atau

Pemungut PPh.

Huruf C.1 : Diisi dengan NPWP Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf C.2 : Diisi dengan nama Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf C.3 : Diisi dengan tanggal pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan
Unifikasi Berformat Standar PPh Pasal 26, dengan format penulisan
dd-mm-yyyy.

Huruf C.4 : Diisi nama Wajib Pajak/wakil Wajib Pajak/kuasa Wajib Pajak selaku
Pemotong dan/atau Pemungut PPh.

Huruf C.5 : Untuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk

kertas, maka diisi tanda tangan basah Pemotong dan/atau Pemungut
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PPh dan dibubuhkan cap apabila Pemotong dan/atau Pemungut PPh
merupakan Wajib Pajak Badan.

Untuk Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi dalam bentuk
elektronik, akan ditampilkan kode QR. Kode ini berfungsi sebagai
pengaman e-Bupot Unifikasi. Untuk memverifikasi kode ini dapat
dilakukan dengan cara memindai melalui QR Code melalui telepon
genggam yang memiliki fitur yang mendukung.

Diberikan tanda centang (v) di salah satu pilihan, apakah Pemotong
dan/atau Pemungut PPh atau Pihak yang dipotong/dipungut, dalam
hal permohonan pengembalian pajak yang seharusnya tidak terutang
apabila terdapat kesalahan pembuatan Bukti Pemotongan/
Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan
pemotongan/pemungutan.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
ttd.
SURYO UTOMO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL

u.b.

KEPALA BAGIAI\\I ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

o~

ppm——
ODING RIFALDI
NIP 19700311 199503 1 002



